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ABSTRAK

PERANANSATUANPOLISIPAMONGPRAJADALAM MENERTIBKAN
PEDAGANGKAKILIMADIKAMPUNGPERAWANGBARATKECAMATAN

TUALANGKABUPATENSIAK

WindaHandayani

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuihambatan-hambatanSatuanpolisi

Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang KakiLima diJalan Raya

Kilometer4KampungPerawangBarat,denganmenggunakanteori(Levinson,

2012:213)Perananadalah (role)merupakanaspekdinamiskedudukan

(status).Apabila seseorangmelaksanakan hakdankewajibannyasesuai

dengankedudukannya,diamenjalankansuatuperanan.Tipepenelitianini

menggunakanmetodekualitatifdenganteknikpengumpulandatadilakukan

dengan teknik observasi,yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

mengambildata-datayangdiambilberupacatatandandokumentasidan

wawancara secara langsung. Beberapa informan terkait pembahasan

penelitianini.AdapunsubjekpenelitianadalahKasiTramtib,AnggotaSatuan

PolisiPamongPraja,pedagang,pembeli,penggunajalan.Hasilpenelitian

menunjukkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

MenertibkanPedagangKakiLimaDiKampungPerawangBaratKecamatan

Tualang Kabupaten Siak sesuaidengan tanggapan responden secara

keseluruhanialahberadapadakategoricukupbaik.Halinidapatdilihatdari

sudahadadilaksanakanpenertibanpedagangkakilimasesuaidenganperda

kabupatensiak,penertibanyangtelahdilakukanberupaarahankepadapara

pedagangtentanglaranganberdagangditempat-tempattertentu.Adapun

faktoryangmenjadipenghambatdalam pelaksanaantugasSatuanPolisi

PamongPrajadalam menertibkanPedagangKakiLimaadalahbanyaknya

PedagangKakiLimayangmenggunakanmobildanmembukalapakberjualan

ditrotoarjalandanbadanjalansehinggamenggangguketertibanumum.

Kata kunci:Peranan,Satuan PolisiPamong Praja,Pedagang Kakidi

KampungPerawangBarat
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ABSTRACT

TheRoleoftheCivilServicePoliceUnitincurbingstreetvendorsinPerawang

BaratVillage,TualangDistrict,SiakRegency

WindaHandayani

ThisstudyaimstodeterminetheobstaclesoftheCivilServicePoliceUnitin

controllingthestreetvendorsonJalanRayaKilometer4,KampungPerawang

Barat,byusingtheory(Levinson,2012:213).Theroleisadynamicaspectof

position (status).When a person exercises his rights and obligations

according to his position,he plays a role.This type ofresearch uses

qualitative methods with data collection techniques carried out by

observationtechniques,namelyresearchconductedbytakingdatatakenin

the form of notes and documentation and directinterviews.Several

informantsrelatedtothediscussionofthisresearch.Theresearchsubjects

weretheHeadofTramtib,membersoftheCivilServicePoliceUnit,traders,

buyers,androadusers.TheresultsshowedthattheRoleoftheCivilService

PoliceUnitinOrderingStreetVendorsinPerawangBaratVillage,Tualang

District,Siak Regency in accordance with the overallresponse ofthe

respondents is in the fairlygood category.This can be seen from the

enforcementofstreetvendorsinaccordancewiththeSiakRegencyRegional

Regulation,thecontrolthathasbeencarriedoutisintheform ofdirectionsto

tradersregardingtheprohibitionoftradingincertainplaces.Thefactorsthat

becomeanobstacleincarryingoutthedutiesoftheCivilServicePoliceUnit

incurbingstreetvendorsarethelargenumberofstreetvendorswhousecars

andopenstallssellingonroadsidewalksandroadbodiessothattheydisturb

publicorder.

Keywords:Role,CivilServicePoliceUnit,FoottraderinKampungPerawang

Barat
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BABI

PENDAHULUAN

1.1LatarBelakang

KeberadaanPedagangKakiLimamenjadihalyangpalingpentingbagi

pemerintahuntuksegeradicarikansolusinya.Seringnyaterjadipenggusuran

terhadap keberadaan Pedagang KakiLima menuntutpemerintah segera

mencarikantempatataualternatiflokasibagi paraPedagangKakiLima

untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk

mencarikansolusiTentangkeberadaanPedagangKakiLimatersebut,artinya

pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta

mematikan usaha dari masyarakatuntuk bagaimana mempertahankan

hidupnya.PemerintahharussegeramenyelamatkankeberadaanPedagang

KakiLimatersebut.KeberadaanPedagangKakiLimaterutamadikota-kota

besar menjadiwarna tersendiriserta menjadipekerjaan rumah bagi

pemerintahkota.PedagangkakilimaatauPKLadalahmerupakanpihakyang

palingmerasakandampakdariberbagaikebijakanyangdikeluarkanoleh

pemerintahterutamakebijakanTentangketertibanumum.

PedagangKakiLimaatauseringdisebutPKLsendirimemilikibanyak

makna,ada yang mengatakan “PKL”berasaldariorang yang berjualan

denganmenggelarbarangdagangannyadenganbangku/mejayangberkaki

empatkemudian jika ditambah dengan sepasang kakipedagang maka
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menjadiberkakilimasehinggatimbullahjulukanPedagangKakiLima.Tak

hanya itu saja,ada juga yang memaknaiPedagang KakiLima sebagai

pedagangyangmenggelardagangannyaditepijalanyanglebarnyalimakaki

(5feet)daritrotoaratautepijalan.AdapulayangmemaknaiPKLdengan

orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud

memperolehpenghasilanyangsah,dandilakukansecaratidaktetapdengan

kemampuanterbatas,berlokasiditempatataupusat-pusatkeramaian.

MaraknyaPedagangKakiLimabergejolakpadamunculnyaberbagai

persoalan.SehinggamenimbulkanisubahwakeberadaanPKLyangkurang

teraturdanmenggangguketertiban,keindahan,sertakebersihanlingkungan.

Lokasiberdagangyangsembaranganbahkancenderungmemakanbibirjalan

sangatmengganggulalulintasbaikbagipejalankakimaupunpengendara

motormaupunmobil.Selainitu,parkirkendaraanparapembeliyangtidak

teraturjugasangatmenggangguketertiban,belum lagimasalahlimbahatau

sampah.Selama inipara PKL belum sadarakan pentingnya kebersihan

sehinggakeindahandilingkunganpunsulitdiwujudkan.Mutubarangyang

didagangkan juga harusdiperhatikan,sehingga nantinya tidakmerugikan

konsumen.

Sebenarnyasudahsejaklamapihakpemerintahberusahamenertibkan

PedagangKakiLima,tetapipersoalanyangadabelum jugaterselesaikan.

SalahsatucontohisuPedagangKakiLimayangadadiDKIJakartadalam

beberapaTahunbelakanginimenjadisalahsatuisupentingdalam penataan
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kota.MenurutDinasKoperasiUMKM danPerdaganganDKIJakarta,pada

Tahun2010terdapat78.302PKLbaikyangterdaftarmaupuntidakterdaftar.

TidakmenutupkemungkinanjumlahPKLsesungguhnyamelebihiangkayang

dirilisolehpemerintahtersebut.PedagangKakiLimabiasanyamenempati

ruanganpublik yangadadantidakberdasarkanperaturan,tidakdifungsikan

untukberjualansepertiditrotoar,badanjalan,pinggirrelkeretamaupundi

jembatanpenyebrangan.

ParaPedagangKakiLimatetapbersikerasuntukberjualanditempat-

tempatkeramaian.Walaupunsudahadaperaturandankesepakatanantara

pihakpemerintahdanparaPedagangKakiLima,akantetapihaltersebut

kurangdiindahkansehinggajumlahPedagangKakiLimaterusmeningkat.

Upaya tegas dan sejumlah kebijakan perlu diberlakukan agarpenertiban

PedagangKakiLimadapatdiwujudkan.

Tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan

Undang-UndangDasar1945,NegaraIndonesiadibagidalam satuan-satuan

kecilsesuaiPasal18Undang-UndangDasar1945dibagi-bagiatasdaerah-

daerahdandaerah-daerahprovinsidibagiataskabupatendankotadimana

tiap-tiapkabupatendankotaitumempunyaipemerintahandaerahyangdiatur

denganUndang-Undangdenganmemperhatikankekhususandankeragaman

daerah.

Pemerintahannyamenganutasasdesentralisasi,dekonsentrasi,dan

tugaspembantuan.Prinsippenyelenggaraandesentralisasiadalahotonomi
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seluas-luasnyadalam artidaerahdiberikewenanganmengaturdanmengurus

semuaurusanpemerintahdiluaryangmenjadiurusanpemerintah.

Negaramengakuidanmenghormatisatuan-satuanpemerintahdaerah

yangbersifatkhususataubersifatistimewayangdiaturdenganUndang-

Undang.Negaramengakuidanmenghormatikesatuan-kesatuanmasyarakat

hukum adatbeserta hak tradisionalsepanjang masih hidup dan sesuai

denganperkembanganmasyarakatdanprinsipNegaraKesatuanRepublik

Indonesia.Tujuannyatidaklainadalahuntukkelancaranpembangunandi

daerahitusendiri.

Sebagaimanatercantum dalam Undang-UndangDasar1945Pasal18

Ayat5 dan 6 yang berbunyi:Pasal18 Ayat(5)“pemerintah daerah

menjalankanotonomidaerah seluas-luasnya,kecualiurusanpemerintahan

yangolehUndang-Undangditentukansebagaiurusanpemerintahpusat”.Dan

Pasal18 Ayat(6)“pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan

Daerahdanperaturan-peraturanlainnyauntukmelaksanakanotonomidaerah

dantugaspembantuan”.

Adapun urusan-urusan yang diserahkan pemerintah pusatkepada

pemerintahdaerahsesuaidenganUndang-UndangNomor32Tahun 2014

TentangPemerintahDaerahPasal12yaitu:

UrusanPemerintahanWajibyangberkaitandenganPelayananDasar

sebagaimanadimaksuddalam Pasal11Ayat(2)meliputi:

a.pendidikan;
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b.kesehatan;
c.pekerjaanumum danpenataanruang;
d.perumahanrakyatdankawasanpermukiman;
e.ketentraman,ketertibanumum,danperlindunganmasyarakat;dan
f. sosial.
DariuraianTentangurusanpemerintahkabupaten/kotayangmenjadi

kewenangan salah satunya adalah urusan dibidang penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,sehinggadaerah dituntut

untukmenyelenggarakanketertibanumum danketentramanmasyarakat.

Ketertiban umum menjadilangkah penting dalam menyukseskan

pembangunanyangsedangberjalan.UntukitupemerintahKabupatenSiak

perlumengeluarkankebijakanyangdapatmenegaskanmasalahketertiban

umum sesuaidengankondisisaatini.Untukitudibuatlahkebijakanberupa

Peraturan Daerah yang diharapkan mampu menjadiaturan sah dalam

mengatasi masalah ketertiban umum,standar dari pada penegakan

PeraturanDaerahitusendiriyaknipenyuluhan,pembinaan,danpengawasan.

SertadibuatlahlembagaatauaparaturyangdapatmembantuKepalaDaerah

dalam menegakkanPeraturanDaerahdankeputusanKepalaDaerah.

PeraturanDaerahKabupatenSiakNomor23 Tahun2001 Tentang

PembentukanOrganisasiLembagaTeknisDaerah.Dalam PeraturanDaerah

iniyangdimaksuddengan:PemerintahDaerahadalahKepalaDaerahbeserta

PerangkatDaerahyanglainsebagaiBadanEksekutifDaerah;Daerahadalah

Kabupatensiak;KepalaDaerahadalahBupatiSiak;LembagaTeknisDaerah

adalahLembagaTeknisDaerahKabupatenSiak;KepalaLembagaTeknis
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DaerahadalahKepalaLembagaTeknisDaerahKabupatenSiak;Kelompok

JabatanFungsionaladalahKelompokPegawaiNegeriSipilpadaLembaga

TeknisDaerahsebagaimanadimaksudpadahuruf(d),yangdiberihakdan

wewenang secara penuh oleh pejabatyang berwenang sesuaibidang

keahliannyamasing-masing.

LembagaTeknisDaerahdalam KabupatenSiakberkedudukansebagai

unsurpendukung Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan

PemerintahdanPembangunanyangmenjadiurusanrumahtanggaDaerah;

LembagaTeknisDaerahdipimpinolehseorangKepalayangberadadibawah

danbertanggungjawabkepadaKepalaDaerahmelaluiSekretarisDaerah.

LembagaTeknisDaerahmempunyaitugasmembantuBupatidalam

penyelenggaraanPemerintahDaerahdibidangnya;Dalam menyelenggarakan

tugasnya, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi : Perumusan

kebijaksanaanteknissesuaidenganlingkuptugasnya;PelayananPenunjang

penyelenggaraanPemerintahanDaerah.

LembagaTeknisDaerahsebagaimanadimaksudpadapasal1hurufd

terdiridari:

a.BadanPengawasanDaerah;
b.BadanPerencanaanPembangunanDaerah(BAPPEDA);
c.BadanPengendalianDampakLingkunganDaerah(BAPEDALDA

);
d.BadanPromosidanInvestasi;
e.KantorPemberdayaanMasyarakatDesa;
f. KantorKesatuanBangsadanPerlindunganMasyarakat;
g.KantorKependudukan;
h.KantorSatuanPolisiPamongPraja;
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i. KantorPengolahanDataElektronik;
j. KantorPengelolaanPasardanKebersihan.

TugasLembagaTeknisDaerahsebagaimanadimaksudpadapasal4

adalah:.

1.Badan Pengawasan Daerah mempunyaitugas membantu
KepalaDaerahdalam menyelenggarakansebagiantugasumum
PemerintahandanPembangunandibidangpengawasan;

2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA )
mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan sebagian tugasumum Pemerintahan dan
Pembangunan dibidang Perencanaan Pembangunan serta
penilaianataspelaksanaannya;

3.BadanPengendalianDampakLingkunganDaerah(BAPEDALDA
) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan sebagian tugasumum pemerintahan dan
pembangunan dibidang lingkungan hidup dan pengendalian
dampaklingkungan;

4.Badan Promosidan Investasimempunyaitugas membantu
KepalaDaerahdalam menyelenggarakansebagiantugasumum
Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Promosidan
Investasi;

5.KantorPemberdayaan MasyarakatDesa mempunyaitugas
membantuKepalaDaerahdalam menyelenggarakansebagian
tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang
PemberdayaanMasyarakatDesa;

6.Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan sebagian tugasumum Pemerintahan dan
PembangunandibidangKesatuanBangsadanPerlindungan
Masyarakat;

7.KantorKependudukan mempunyaitugas membantu Kepala
Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum
PemerintahandanPembangunandibidangKependudukan;

8.Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
membantuKepalaDaerahdalam menyelenggarakansebagian
tugasumum PemerintahandanPembangunandibidangSatuan
PolisiPamongPraja;

9.Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas
membantuKepalaDaerahdalam menyelenggarakansebagian
tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang
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PengolahanDataElektronik;
10.KantorPengelolaanPasardanKebersihanmempunyaitugas

membantuKepalaDaerahdalam menyelenggarakansebagian
tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang
PengelolaanPasardanKebersihan.

Dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam pasal5,
LembagaTeknisDaerahmempunyaifungsipadapasal6:

1. BadanPengawasan.

PelaksanaanPemeriksaanterhadaptugasPemerintahDaerah

Kabupaten meliputi pemerintahan, pertanahan, keuangan,

perlengkapan, dan peralatan badan usaha daerah,

pembangunan,kesatuanbangsadanperlindunganmasyarakat,

perekonomiandaerahdankesejahteraanmasyarakat;Pengujian

danpenilaianataskebenaranlaporanberkalaatausewaktu-

waktu dari setiap tugas perangkat daerah; Pengusutan

mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang

hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas

perangkatdaerah;Pembinaantenagafungsionalpengawasandi

lingkungan Badan Pengawas Kabupaten; Evaluasi dan

pelaporanpelaksanaantugas.

2.BadanPerencanaanPembangunanDaerah(BAPPEDA).

a)Penyusunan Pola DasarPembangunan Daerah yang
terdiridariPolaUmum PembangunanJangkaPanjang
danPolaUmum PelitaDaerah;

b)PenyusunanRencanaPembangunanTahunanDaerah;
c)Penyusunan program tahunan sebagaipelaksanaan

rencana-rencana tersebutpada huruf(a)dan (b)
diatasyangdibiayaiolehDaerahsendiriataupunyang
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diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsiuntuk
dimasukkan kedalam program Daerah Provinsidan
atauyangdiusulkankepadaPemerintahPusatuntuk
dimasukkankedalam program nasional;

d)PengkoordinasianperencanaandiantaraDinas-Dinas,
satuanorganisasilaindalam lingkunganPemerintah
Daerah;

e)PenyusunanRAPBDKabupatenbersama-samadengan
Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretariat
Daerah;Pelaksanaankoordinasidanataumengadakan
penelitian untuk kepentingan perencanaan
pembangunandiDaerah;Penyiapandanperkembangan
pelaksanaanrencanapembangunandiDaerahuntuk
penyempurnaan rencana lebih lanjut;Pemantauan
pelaksanaanpembangunan;Pelaksanaankegiatanlain
dalam rangka perencanaan sesuaidengan petunjuk
KepalaDaerah;

f) PenyusunanRencanaUmum TataRuang.

3.BadanPengendalianDampakLingkungan.

a)Perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan
dan penanggulangan pencemaran, kerusakan
lingkungandanpemulihankualitaslingkungan

b)Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran,kerusakan lingkungan
danpemulihankualitaslingkungan;

c)Pengembangan program kelembagaan dan
peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas,
pengendaliandampaklingkungan;

d)Pembinaan Teknispencegahan dan penanggulangan
pencemaran,perusakan lingkungan dan pemulihan
kualitaslingkungan;

e)Pembinaandanpengendalianteknisanalisismengenai
dampaklingkungan.

4.BadanPromosiDanInvestasi.

a)Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di
bidangPromosidanPenanamanModalDaerah

b)Mengkoordinasikan,memadukan,menyelaraskandan
menyerasikan perencanaan Promosi yang akan
dilaksanakanolehPemerintahDaerah
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c)Menyusunrencanakerjadanprogram pembangunandi
bidangpromosidanpenanamanmodaldaerah

d)Melaksanakan rencana kerja dan program
pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya
sesuaidenganmekanismeyangditetapkan

e)Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaanpekerjaan

f) Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan

g)Menyelesaikanmasalahyangberkaitandenganlingkup
tugasnya

h)Memberikanpelayananumum danpelayananteknisdi
bidangpromosidanpenanamanmodaldaerahsesuai
dengansifatkeperluannya

i) Melaksanakan pelatihan di bidang promosi dan
penanamanmodaldaerah

j) Melaksanakantugas–tugaslainyangdiberikanBupati.

5.KantorPemberdayaanMasyarakatDesa

a)Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemerintah
desadankelurahan;

b)Perumusan dan penyiapan pelaksanaan ketahanan
masyarakat;

c)Perumusandanpenyiapanpelaksanaansosialbudaya
masyarakat;

d)Perumusan dan penyiapan pelaksanaan usaha
ekoNomimasyarakat;

e)Perumusandanpenyiapanpelaksanaanpemanfaatan
sumberdayaalam;

f) Perumusandanpenyiapanpelaksanaanpemanfaatan
teknologitepatguna;

g)Pengkoordinasian penyusunan program dibidang
pemberdayaanmasyarakatdesa;

h)Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakatdesa

i) PelaksanaanAdministrasi,TataUsaha,Kepegawaian,
Keuangan,SaranadanPrasarana.

6. KantorKesatuanBangsaDanPerlindunganMasyarakat

a)Perumusankebijakandanpelaksanaanhubunganantar
lembaga
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b)Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan
bangsa

c)Perumusankebijakandanpelaksanaandemokratisasi
d)Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan

masalahaktual
e)Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan

terhadapancamanataubencana
f) Perumusankebijakandanpelaksanaanpenyelamatan

daribencana;Perumusankebijakandanpelaksanaan
rehabilitasibencana

g)Perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan
sumberdayamanusiasatuanperlindunganmasyarakat

h)Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa,
perlindunganmasyarakatdanpelaporan;Pelaksanaan
TataUsaha,Kepegawaian,KeuangandanSaranaserta
rumahtangga

i) Penyelesaianpermasalahandansengketapertanahan
didaerah;Pelaksanaantekniskoordinasiantarinstansi
terkait, lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam
rangkapelaksanaankebijakandibidangpertanahan

j) Pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan,keuangan,kepegawaian,

7.KantorKependudukan.

a)Pelaksanaanpembinaanumum danteknisdibidang
kependudukan berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkanolehpemerintahsesuaidenganPeraturan
Perundang-undanganyangberlaku

b)Penyusunan rencana dan pelaksanaan program di
bidang pendaftaran dan pencatatan kependudukan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala
DaerahsesuaidenganPeraturanPerUndang-Undangan
yangberlaku

c)Pelaksanaanpembinaanumum danteknis,mobilitas
perpindahan penduduk berdasarkan kebijakan yang
ditetapkanolehpemerintahsesuaidenganPeraturan
Perundang-Undangan yang berlaku serta kebijakan
yangditetapkanolehKepalaDaerah

d)PelaksanaanpemberianNomorIndukKependudukan
e)Pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan Kartu

KeluargadanKartuTandaPenduduk
f) PelaksanaanpencatatandanpenerbitanAktaKelahiran,
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AktaPerkawinan,Perceraian,AktaKematiandanAkta
PengakuandanPengesahanAnak

g)Pelaksanaan pencatatan Mutasi dan Perpindahan
Penduduk

h)PelaksanaanPengumpulan,pengelolaandanevaluasi
datakependudukan

i) Penyelenggaraanpenyuluhankependudukan
j) Pelaksanaan administrasi umum meliputi

ketatalaksanaan,keuangankepegawaian,peralatandan
perlengkapandinas

k)Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi
penduduk

l) Pelaksanaan Pengaturan penyebaran penduduk;
Peningkatan kualitas terhadap tuntutan dan
kepentinganpenduduk.

8.KantorSatuanPolisiPamongPraja.

a)Menyusunrencanadanprogram kegiatanpembinaan
ketentramandanketertiban

b)Pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional
penertiban Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah

c)PengawasanterhadappelaksanaanPeraturanDaerah,
KeputusanKepalaDaerahdanPeraturanPerUndang-
Undanganlainnya

d)Pelaksanaanpengembangankapasitasyangmeliputi
pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan
prasaranakerjaPolisiPamongPraja

e)Evaluasipelaksanaankebijakankesatuanbangsa
f) Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan,

prasaranadansaranasertarumahtangga.

9.KantorPengolahanDataElektronik.

a)Merumuskankebijaksanaanpemerintahdalam rangka
pengumpulan, pengolahan dan penyajian Data
Elektronikuntukkepentinganpemerintahdaerahdan
masyarakat

b)Mengkoordinasikan,memadukan,menyelaraskandan
menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan dalam
rangka pengumpulan dan penyajian Data Elektronik
untukkepentinganpemerintahdaerahdanmasyarakat
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c)Menyusunrencanakerjadanprogram pembangunan
bidangDataElektronikdansistem informasidaerah

d)Penetapan pedoman pengumpulan,pengolahan dan
penyajiandataelektronikdanpengembanganjaringan
sistem informasidaerah

e)Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan Data
Elektronik sesuaidengan perkembangan keadaaan
(Mutakhir)

f) Melaksanakan rencana kerja dan program
pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya
sesuaidenganmekanismeyangditetapkan

10.KantorPengelolaanPasarDanKebersihan.

a)Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan
pasardankebersihan.

b)Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan
umum dibidang pengelolaan pasar, kebersihan,
pertamanandanpemakaman

c)Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis
PengelolaanPasardanKebersihan

d)PengelolaanurusanketatausahaanDinas.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam Pasal SATPOL-PP

berdasarkanPasal1angka8PeraturanPemerintahNomor6Tahun2010

TentangSatuanPolisiPamongPraja.SatuanPolisiPamongPrajaadalah

bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan

penyelenggaraanketertibanumum danketentramanmasyarakat.Selanjutnya

TentangkedudukanSATPOL-PPyaitu:

a.SatuanPolisiPamongPrajamempunyaikedudukansebagaiperangkat

satuandekonsentrasi(pelimpahanwewenangdaripemerintahatau

kepalawilayahataukepalainstansivertikaltingkatatasnyakepada

pejabat-pejabatnya didaerah),dan merupakan unsurpelaksana
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wilayah(desentralisasi).

b.Anggota Satuan PolisiPamong Praja mempunyaistatus sebagai

PegawaiNegeriSipil.

Kemudian didalam Pasal4 peraturan pemerintah Tahun 2010

dinyatakanTentangpolisipamongprajayangmempunyaitugasantaralain:

“SatuanPolisiPamongPrajabertugasmenegakkanPeraturanDaerahdan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatserta

perlindunganmasyarakat”.SelanjutnyaPasal5peraturanpemerintahNomor

6Tahun2010TentangtugasSatuanPolisiPamongPrajamenjelaskanbahwa

dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal4,SATPOL-

PPmempunyaifungsi:

a.Penyusunanprogram danpelaksanaanpenegakanPeraturanDaerah,

penyelenggaraanketertibanumum danketentramanmasyarakatserta

perlindunganmasyarakat.

b.PelaksanaankebijakanpenegakanperdadanperaturanKepalaDaerah.

c.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentramanmasyarakatdidaerah.

d.Pelaksanaankebijakanperlindunganmasyarakat.

e.Pelaksanaan koordinasipenegakan perda dan peraturan Kepala

Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakatdengan kepolisian Negara RepublikIndonesia penyidik

PegawaiNegeriSipildaerahdanaparaturNegaralainnya.

f. Pengawasanterhadapmasyarakat,aparatur,danbadanhukum agar

mematuhidanmenaatipadadanPeraturanDaerah.

g.PelaksanaantugaslainnyayangdiberikanolehKepalaDaerah.
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h.Adapun Peraturan Daerah Kabupaten SiakNomor12 Tahun 2007

TentangPenataandanPemberdayaanPedagangKakiLima

FungsiSatuanPolisiPamongPrajadalam pembinaanketentraman

danketertibanumum padadasarnyacukupluas,sehinggadituntutkesiapan

aparatbaik jumlah anggota,kualitas personiltermasuk kejujuran dalam

melaksanakantugas-tugasnya.SatuanPolisiPamongPrajasebagailembaga

dalam pemerintah sipilharus tampilsebagaipamong masyarakatyang

mampumenciptakandanmemeliharaketentramandanketertibansehingga

dapatmenciptakaniklim yangkondusifdidaerah.KegiatanSatuanPolisi

PamongPrajalebihbersifatpenyuluhandanpengurusan,bukan lagiberupa

kegiatanyangmengarahpadapemberiansanksiataupidana.

AdapunjumlahSATPOL-PPdiKecamatanTualangsebanyak11orang

Tabel.1.1DataJumlahSATPOL-PPDiKecamatanTualang
No Nama Jabatan

1 Ismail,SH Dantim

2 Saprijal,S.A.P Dantru

3 Ardi,S.AP Anggota

4. AzanBasri Anggota

5. SusiMaryani Anggota

6. RahmadHidayat Anggota

7. KosoSubandriyo Anggota

8. Mulyadi Anggota

9. Rinawati Anggota
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10. Zulkarnain Anggota

11. RaviArdiansyah Anggota

Sumber:KantorSATPOL-PPKecamatanTualang

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk

menghilangkan atau mengurangisegala bentuk ancaman dan gangguan

terhadap ketentraman didalam masyarakat,serta menjaga agarroda

pemerintah dan peraturan perUndang-Undangan didaerah dapatberjalan

lancar,sehinggapemerintahdanrakyatdapatmelakukankegiatansecara

umum,tertibdanteraturdalam rangkamemantapkanketahananNasional

(PeraturanMenteridalam NegeriNomor2Pasal2Tahun1993Tentang

PembinaanKetentramandanKetertibandiDaerah).

KampungPerawangBaratmerupakanbagiandariKecamatanSiak

yang mempunyai andil untuk menciptakan kondisi ketentraman dan

ketertiban umum demiterwujudnya kondisiyang kondusif.Kemajuan

Kampung Perawang Baratsangatbaik sehingga untuk mengantisipasi

kegiatanyangmengganggukepentinganumum makapemerintahKabupaten

Siakdituntutuntukproaktifdalam mewujudkanTentangketertibanumum di

antaranyaadalahTentangtertibusaha.Gunamewujudkanketertibantersebut

makadibentuklahSatuanPolisiPamongPrajaberdasarkanPeraturanDaerah

Nomor6Tahun2010TentangSatuanPolisiPamongPraja.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor37 Tahun 2002

TentangKetertibanUmum,terutamadalam Pasal16Tentangpenertiban
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usahaditempat-tempattertentumenjelaskanbahwa:

Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di

tepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,tamandantempat-tempatumum lainya.

Baikuntuktujuanberdagang/usahamaupuntidakuntukberdagang/usaha

kecualiditempat-tempatyangtelahdiizinkanolehBupatiataupejabatyang

telahditunjuk.

Satuan PolisiPamong Praja mempunyaitugas membantu Kepala

Daerahuntukmenciptakankondisidaerahyangtentram,tertib,danteratur

sehinggapenyelenggaraanrodapemerintahdapatberjalandenganlancardan

masyarakatdapatmelakukankegiatandenganaman.Olehkarenaitu,di

sampingmenegakkanPeraturanDaerahSatuanPolisiPamongPrajadituntut

untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan

KepalaDaerah.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan

secara berencana yang berlangsung secara terus menerus darisuatu

keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik.Ketentraman dan

ketertibanumum dilaksanakansecaraterhadapdanmeliputiseluruhaspek

kehidupansehinggaterjadipeningkatanketentramandanketertibanumum.

PedagangKakiLimaataudisingkatPKLadalahpenjajadaganganyang

melakukan kegiatan atau berjualan diatas daerah yang dilarang untuk

berjualan sepertiditepijalan dan trotoaryang seharusnya diperuntukkan

untuk pejalan kakitetapidigunakan untuk berjualan dan mengganggu
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aktivitas sehingga menyebabkan kemacetan.Pedagang KakiLima yang

berjualan banyak terdapatjenisdan bentuknya sepertipedagang yang

menggunakangerobak,pedagangyangmenggunakanmotor,pedagangyang

mendirikantendauntukberjualan,pedagangyang membukalapakseperti

meja,danpedagangyangmenggunakanmobil.

Pedagangyangmenggunakanmobilyangmembukalapakiniadayang

memilikisuratizinusahaperdaganganyaknimobilmobilyangdikelolaoleh

perusahaanswastanamundalam halinibanyakpedagangyangmembuka

lapakatau pedagang yang menggunakan mobiltidakmemilikisuratizin

usahaperdagangandiketahuijumlahnyalebihbanyak.Pedagangyangtidak

memilikisuratizin usaha inididominasioleh masyarakatyang memiliki

usahanyasendiri.

Pedagangyang membukalapakdanpedagangyangmenggunakan

mobilinidianggap menggangguketertibanlalulintas jalanrayakarena

berjualanditepibadanjalandanjugamengganggubagipejalankakikarena

pedagangmenggunakanmobilinijugamenggunakantrotoarsebagaitempat

berjualanhalinibertentangandenganPeraturanDaerahNomor37Tahun

2002.Denganditerbitkannyasuatukebijakanyangdiharapkanuntukdapat

memperbaikipembangunan melaluiprogram pengaturan dan pembinaan

pedagang yang membuka lapak dan menggunakan mobildiKampung

PerawangBaratyangkegiatanberupapatroliatauraziapedagang membuka

lapakdanmenggunakanmobilyangdilakukansecararutindalam jangka
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waktutertentu.

Tabel.1.2DataPedagangKakiLimayangberjualandiKampungPerawang
Barat

No Namajalan JumlahPedagang

1 Jl.RayaKilometer6 43

2 Jl.RayaKilometer5 65

3 Jl.RayaKilometer4 98

Total 206

Sumber:KantorSATPOL-PPKecamatanTualang2021

Dari tabeldiatas penelitian inimemfokuskan pada Jalan Raya

Kilometer 4 karena banyak pedagang yang membuka lapak dan

menggunakanmobil,selainitubanyakpembeliyangparkirsembarangan

denganwaktuyanglama,sesuaidengantabeldiatasbahwadijalanraya

kilometer4denganjumlahpedagangyangditertibkandalam setiapbulannya

lumayanbanyak.

dikarenakankondisijalanyangsempityangmenyebabkankemacetan

yanglebihtinggidibandingkan dengandaerahlain,sepertipedagangyang

berjualandiJalanRayaKilometer5danJalanRayaKilometer6yangkondisi

jalancukupluassehinggakemacetanjarangterjadididaerahtersebut.

Adapun dalam menertibkan Pedagang KakiLima diKecamatan

TualangSatuanPolisiPamongPraja biasanyabekerjasamadenganUnit

PelaksanaanTeknisDaerahPasar,DinasPerhubungan,sertaPolsekTualang.

Dalam melakukanpenertibanPedagangKakiLimadiKecamatanTualang
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SatuanPolisiPamong Prajabiasanyamelakukanpenertibandibeberapa

tempatyangadadiKecamatanTualang.yangbersifatpersuasifataupun

lunakkepadaPKLgunauntukmenertibkanpedagangyangberjualantidak

padatempatnyadansesuaidenganPeraturanDaerahKabupatenSiakNomor

37Tahun2002TentangKetertibanUmum.

Danfokuspadapenelitianpenelitiyaitudikilometer4atausering

disebutPasarTuahSerumpuntepatnyadiKampungPerawangBarat,melihat

jumlah pedagang kakilima sangatbanyak didaerah tersebutsehingga

penelitiinginmengetahuisejauhmanaPerananSatuanPolisiPamongPraja

dalam menertibkanPedagangKakiLimakhususnyadiKampungPerawang

Barat.

Tabel.1.3:DataPenertibanPedagangKakiLimaDiKecamatanTualang
No Nama Alamat

1 PasarTuahSerumpun JalanRayaKilometer4

2 PasarRakyat JalanRayaKilometer7

3 PasarPujasera KampungPinangSebatang

4 PasarBunut KampungPinangSebatang

Timur

Sumber:KantorSATPOL-PPKecamatanTualang2021

PerananSatuanPolisiPamongPrajadiKampungPerawangBarat

dalam menertibkanpedagangyangmembukalapakdanmenggunakanmobil,

terdapatfenomenaataupermasalahandilapanganyangpenulistemuiyakni:

a.MinimnyapengawasanterhadapPedagangKakiLimayangmembuka
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lapak dan menggunakan mobilsehingga menimbulkan banyaknya

kemacetan didaerah tersebutakibatPedagang KakiLima yang

membukalapakdanmenggunakanmobil.

b.Belum maksimalnya tugas Satuan PolisiPamong Praja dalam

menertibkanpedagangyangmembukalapakdanmenggunakanmobil.

Terlihat masih banyak ditemukan pedagang-pedagang liar yang

berjualandipinggirjalansehinggamenggangguketertibanumum.

Meninjau permasalahan yang masih terus terjadi maka patut

dipertanyakansejauhmanaperanSatuanPolisiPamongPrajadiKampung

Perawang Baratkhususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah

dalam menertibkanpedagangyangmembukalapakdanmenggunakanmobil

dalam menciptakan daerahyangtertib.Seperangkataturantelahditetapkan

lengkapdengansanksihukum administrasisertainfrastrukturpendukung

jugatelahdisiapkan.Namunmasihsajaditemukanpedagangyangmembuka

lapakdanmenggunakanmobilyangberjualantidakpadatempatnyadan

tidakpadajam yangdiperbolehkanyangmenandakanbahwaketertibandi

KampungPerawangBaratbelum sepenuhnyatercipta

1.2RumusanMasalah

Bertolakdariapayangdisampaikandalam latarbelakangtersebutdi

atas,dapatdirumuskansebagaiisusentraldalam penelitianini,bagaimana

perananSatuanPolisiPamongPraja dalam menertibkan danupaya-upaya

yang dilakukan dalam melakukan penertiban.Dengan demikian dapat
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disampaikanperumusanmasalah yangakandibahasadalah:“Bagaimana

PerananSatuanPolisiPamongPrajaDalam Menertibkan PedagangKaki

LimadiKampungPerawangBarat”

1.3TujuandanKegunaanPenelitian

1.3.1 Tujuanpenelitian

a.MengetahuiPeranan Satuan PolisiPamong Praja dalam

MenertibkanPedagangKakiLimayangmembukalapakdan

menggunakanMobildiJalanRayaKilometer4diKampung

PerawangBarat.

b.Mengetahuihambatan-hambatanSatuanPolisiPamongPraja

dalam Menertibkan Pedagang yang membuka lapak dan

menggunakan MobildiJalan Raya Kilometer4 Kampung

PerawangBarat.

1.3.2 Kegunaanpenelitian

a.Penelitianinidiharapkandapatmemperkayakhasanahilmu

pengetahuankhususnyadalam bidangilmupemerintahandan

dapatdigunakansebagaisumberbacaandanacuandalam

melakukan penelitian lebih lanjut,terutama dalam meneliti

yangberkaitandengankajianyangsama.

b.Bergunasebagaibahaninformasibagiinstansiterkaitagar

mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap

penangananmasalahkinerjaaparaturpemerintahdilihatdari

koordinasi hubungan antar lembaga, pengawasan serta
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penindakanselamainiolehaparaturpemerintahan
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BABII

STUDIKEPUSTAKAANDANKERANGKAPIKIR

2.1 StudiKepustakaan

Dalam penelitianinipenulismenjelaskanbeberapateoriataupendapat

parah ahlisupaya dapatmempermudah penulisdalam melakukan suatu

penelitian,teoriinibertujuansebagaidasardalam melakukanpengkajiandan

analisisdatayangdiperolehdilapanganyangeratkaitannyadenganpenelitian

yangakanpenulislakukan.

2.1.1 KonsepIlmuPemerintahan

Negarasebagaiorganisasiterbesar,makaunsurutamayangharusada

yaitumunculnyaduakelompokbesarantarayangmemerintahdenganyang

diperintah.MenurutKansil(2002:17),dalam bidangilmiahadaperbedaan

pengertianpemerintah.Yaknipemerintahsebagaiorgan(Alat)Negarayang

menjalankantugas(fungsi)danpemerintahansebagaifungsidaripemerintah.

MenurutSyafiie (2005:20)berpendapat mengenaipemerintah yaitu

pemerintahberasaldarikata“perintah”yangdapatdiartikanbahwaterdiri

daridua pihak yang saling memilikihubungan.Pihak yang memerintah

memilikiwewenang,danpihakyangdiperintahmemilikikepatuhanatasapa

yangdiperintahkan.

MenurutMacIverdalam Syafiie(2005:22)Pemerintahmerupakansuatu

kelompokyangdidalamnyaterdapatorang-orangyangmemilikikekuasaan

dalam memerintah.Apabiladitinjaudaridefenisipemerintahan.
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MenurutBudiarjo(2008:21)menjelaskanbahwapemerintahadalahsegala

kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan

kemerdekaan,berdasarkandasarNegara.Rakyatataupendudukdanwilayah

suatuNegaramemilikitujuanuntukmewujudkanNegaraberdasarkankonsep

dasarNegaratersebut.

Menurut Ndraha (2005:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang

mempelajaribagaimanamemenuhidanmelindungikebutuhandantuntutan

setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan

pemerintahan sehingga dapatditerima pada saatdibutuhkan oleh yang

bersangkutan.

MenurutRasyid(dalam Maulidiah2014:2)Pemerintahmemilikitigafungsi

yang hakikiyang merupakanpenjabarandaritugaspokokpemerintahan,

ketiga fungsihakikipemerintahan tersebutyaknimemberikan pelayanan

kepada masyarakat,pemberdayaan segala potensiyang dimiliki,serta

melaksanakanpembangunan.

DengandemikianPemerintahmerupakanunsurterselenggranyaNegara

Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan

melindungisetiapmasyarakatnyademimencapaitujuanNegaraKesatuan

RepublikIndonesia.

2.1.2 KonsepPemerintahan

MenurutRasyid(dalam Maulidiah2014:2)pemerintahmemilikitiga

fungsiyang hakikiyang merupakan penjabaran daritugas pokok
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pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut yakni

memberikan pelayanan kepada masyarakat,pemberdayaan segala

potensiyangdimiliki,sertamelaksanakanpembangunan.

KonsepPemerintahandapatdibuatdalam artiluasdansempit

artinyaTugasdanWewenangPemerintahanitudapatdiperluasdan

dipersempitdengan dengan membentuk organ-organ atau badan-

badandalam Pemerintahanitusendiri.MenurutInuKencanadalam

bukunyaPengantarIlmuPemerintahan(2011:66)jugamendefinisikan

ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan penguasaan

(eksekutif),pengaturan (legislatif),kepemimpinan dan koordinasi

pemerintahan (baik pusatdengan daerah maupun rakyatdengan

pemerintahannya)dalam berbagaiperistiwadangejalapemerintahan,

secarabaikdanbenar.

Pemerintah secara umum dalam bahasa inggris diistilahkan

dengan government yaitu lembaga beserta aparaturnya yang

mempunyaitanggung jawab untuk mengurusinegara dan rakyat,

kecenderungannyatertujukepadalembagaeksekutif.Pemerintahatau

Pemerintahanadalahduakatayangberasaldarikataperintahyang

berartisesuatuyangharusdilaksanakan.Pemerintahdalam artipaling

dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki

wewenang untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan-urusan

pemerintahan.(RanggiAdeFebrian,2018:562)
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Setiap lembaga-lembaga negara memilikikewenangan yang

berbeda sesuaidengan tugas dan fungsinya yang diaturdalam

Peraturan Perundang-Undangan.Setiap lembaga negara memiliki

tujuan yang sama untuk memajukan negara dan mewujudkan

kesejahteraanmasyarakat.(RanggiAdeFebrian,2015:48)

MenurutWidjaja(2005:44)fungsipemerintahanadalahpengertian

unsurpemerintahdiluarfungsilembagatertinggidantinggiNegara

lainya (fungsieksekutif) yang dilakukan oleh Presiden,dengan

demikianunsurpemerintahinitidakmencampurifungsilegislatifdan

fungsiyudikatif.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa

pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan

melaksanakan kebijakan publik dan Gerakan kekuasan eksekutif,

politikdanberdaulatmelaluiadatistiadat,institusidanhukum dalam

sebuah Negara,pemerintah adalah organ yang berwenang dan

memprosespelayananpublik,baikwarganegaraasingmaupunsiapa

sajayangpadasuatusaatberadasecarasahdiwilayahIndonesia.

MenurutRyaas (2002:14)mengemukakan bahwa tugas pokok

pemerintahan adalah menjamin keamanan Negara dariluardan

menjagaagar tidakmenjadipemberontakdaridalam yang dapat

menggulingkanpemerintahanyangsahataumengancam integritas

Negaramelaluicara-carakekerasan,memeliharaketertibandengan
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mencegahterjadinya

permasalahandiantarawarga,menjaminagarperubahanapapunyang

terjadidalam wargadapatberlangsungsecaradamai.

Menurutanalisis saya pemerintahan yaitu suatu konsep yang

mengacukepadaprosespencapaiankeputusansertapelaksanaanya

yangdapatdipertanggungjawabkansecarabersama.Sebagaisuatu

pencapainolehpemerintahdanmasyarakatsebagaipenyelenggaraan

pemerintahandalam suatuNegara.

MenurutNdraha(2011:75)tigafungsipemerintahanyanghakiki

yaitupelayanan,pemberdayaan,pembangunanjikadiperhatikandalam

-dalam,pembangunanbukanlahfungsihakikipemerintahan,melainkan

fungsiadinterim,sementaramasyarakatbelum mampumembangun

dirisendiripemberdayaan itu sendirimasih harus dianalisis.Ada

pemberdayaan dalam artiempowering,yaitu pemberian hak atau

kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan

memperjuangkan aspirasiatau menentukan masa depannya dan

pemberdayaan dalam arti enabling,yaitu proses belajar untuk

meningkatkan ability,capacity,dan capability masyarakat untuk

melakukansesuatudemimenolongdirimerekasendiridanmemberi

sumbangansebesarmungkinbagiintegrasinasional.

2.1.3 KonsepPemerintahDaerah

Pasal18ayat(2)dalam Undang-UndangDasar1945menyatakan
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bahwa“PemerintahanDaerahProvinsi,KabupatendanKotamengatur

danmengurussendiriPemerintahanmenurutasasotonomidaerah

dan tugas pembantu”dan pasal18 ayat(5)menyatakan bahwa

“PemerintahanDaerahmenjalankanotonomidaerahseluas-luasnya,

kecualiurusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan

sebagaiurusan Pemerintah Pusat”. Pemberian otonomidaerah

kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat.Dan Daerah dapat

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip

demokrasipemerataan,keadilan,keistimewaandankekhususanserta

potensidankeanekaragamandaerahdalam sistem NegaraKesatuan

RepublikIndonesia.

Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dalam pasal1 angka 2 menyatakan bahwa”Pemerintahan

DaerahadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanolehPemerintah

DaerahdanDewanPerwakilanRakyatDaerahmenurutasasotonomi

dantugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadalam

sistem danprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesia

Tahun1945”.

Kemudiandalam pasal1angka3menyatakanbahwa”Pemerintah
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Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahanyangmenjadikewenangandaerahotonomi”.Dandalam

pasal1angka4menyatakanbahwa“DewanPerwakilanDaerahadalah

lembagaperwakilanrakyatdaerahyangberkedudukansebagaiunsur

penyelenggaraPemerintahanDaerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbeda dengan

penyelenggaraan Pemerintahan dipusatyang terdiriataslembaga

Eksekutif,Legislatif,danYudikatif.DanpenyelenggaraanPemerintahan

Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan

KepalaDaerah.DewanPerwakilanRakyatDaerahdanKepalaDaerah

berkedudukan sebagaiunsurpenyelenggara pemerintahan daerah

yangdiberimandatrakyatuntukmelaksanakanurusanpemerintahan

yang diserahkan kepada daerah.maka Dewan Perwakilan Rakyat

DaerahdanKepalaDaerahberkedudukansebagaimitrasejajaryang

mempunyaifungsiyangberbeda.DewanPerwakilanRakyatDaerah

mempunyaifungsipembentukan Peraturan Daerah,Anggaran dan

Pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi

pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah.Dalam

mengatururusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah

tersebut,DewanPerwakilanRakyatDaerahdanKepalaDaerahdibantu

PerangkatDaerah.
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Peran Pemerintah Daerah sebagaiwakilpemerintah didaerah

otonomidaerah yaituuntukmelakukanDesentralisasi,Dekonsentrasi

danTugasPembantuan,yaitusebagaiberikut:

1.Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh

PemerintahPusatkepadaDaerahotonomiberdasarkanAsasOtonomi.

2.Dekonsentrasiadalahpelimpahansebagianurusanpemerintahanyang

menjadikewenangan Pemerintah Pusatkepada Gubernursebagai

wakilPemerintahPusat,kepadainstansivertikaldiwilayahtertentu,

danataukepadaGubernurdanBupati/WaliKotasebagaipenanggung

jawaburusanpemerintahanumum.

3.TugasPembantuanadalahpenugasandariPemerintahPusatkepada

daerahotonom untukmelaksanakansebagianurusanPemerintahan

yangmenjadikewenanganPemerintahPusatataudariPemerintah

DaerahProvinsikepadaDaerahKabupaten/Kotauntukmelaksanakan

sebagian urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah

Provinsi

Dalam penyelenggaraan otonomi yang dimiliki daerah,

PemerintahanDaerahmemilikiasaspenyelenggaraanpemerintahan

yang baikatau yang lebih dikenaldengan Good Governanceyang

diartikansebagaimekanisme,praktekdantatacarapemerintahan.

Dalam konsep Governance,Pemerintah hanya menjadisalah satu

aktordantidakselalumenjadiaktoryangmenentukan.Implikasiperan
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Pemerintahsebagaipembangunanmaupunpenyediajasalayanandan

infrastrukturakan bergesermenjadibahan pendorong terciptanya

lingkungan yang mampu memfasilitasi komunitas. Governance

menuntutredefinisiperanNegara,danituberartiadanyaredefinisi

padaperan warga.Adanyatuntutan yang lebih besarpadawarga

antaralainuntukmemonitorakuntabilitaspemerintahanitusendiri.

(Sumartodalam RanggiAdeFebrian,2015:192)

Pemerintahtidakhanyamengandalkankapasitasinternaldalam

melaksanakankebijakandanmelaksanakanprogram.Keterbatasan

kemampuan, Sumber Daya dan jaringan yang mendukung

implementasiprogram ataukebijakan,mendorongpemerintahuntuk

bekerjasamadenganberbagaipihakbaikdenganpemerintah,pihak

swastadanmasyarakatsipilsehinggakolaborasidapatterjalindalam

mencapaitujuanprogram ataukebijakan.(Purwantidalam RanggiAde

Febrian,2017:88)

Menurutanalisissayapemerintahdaerahmerupakanbagiandari

penyelenggaraanpemerintahandaerahyangmempunyaikewenangan

dalam prinsippemerintahandaerahotonomidanmemilikitugasnya

masing–masingdisetiapdaerahtersebut untukdijalankanseperti

yangtelahditent

2.1.4 KonsepKebijakan

MenurutEdward III(dalam Widodo 2018:12)mengemukakan



31

bahwa kebijakan publikadalah apa yang pemerintah katakan dan

dilakukan atau tidak dilakukan.Kebijakan merupakan serangkain

tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan

demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk

program-program dalam mencapaitujuansasaranpemerintah.

Memberikangagasantentang kebijakanyaituseperangkataksi

ataurencanayangmengandungtujuanpolitik.Menurutnyakatapolicy

mengandungmaknakebijakansebagairationale,sebuahmanifestasi

daripenilaianpertimbangan.Artinyasebuahkebijakanadalahusaha

untukmendefinisikandanmenyusunbasisrasionaluntukmelakukan

atau tidakmelakukan suatu tindakan.(Parsons dalam Panca S.P,

SylvinaR&DitaF.A2019)

MenurutNdraha (2003:498)kebijakan pemerintah merupakan

suatuusahauntukmemprosesnilaipemerintahyangbersumberpada

kearifanpemerintahdanmengingatsecaraformal,etikadanmoral,

diarahkangunamenetapkanpertanggungjawabanaktorpemerintahan

dalam lingkunganpemerintahan.Adanyabeberapakonsepkebijakan

tersebut diatas menunjukkan bahwa unsur tujuan dan sarana

merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat

pemerintahdalam membuatkebijakanpemerintahan.Suatukeadaan

yang diinginkan akan nampak pada tujuan kebijakan yang telah

ditetapkanolehpemerintahan.
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Menurut analisis saya kebijakan merupakan suatu

pertanggungjawabandalam pengambilankeputusanatautindakan

yang mencakup aspirasimasyarakat dalam pelaksanaan urusan

pemerintahan.

Dengandemikian,kebijakansangatberkaitandenganpengertian-

pengertian mengenai sasaran yang diupayakan dan cara-cara

bagaimanatujuantersebutdapattercapai.

MenurutThomasR.Dye(dalam Pasolong2011:39)mengatakan

bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk

dilakukanatautidakdilakukan,Dyemengatakanbahwapemerintah

memilikiuntuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya

(objektifnya)dankebijakanitumeliputisemuatindakanpemerintahan,

jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan

pemerintahanataupejabatpemerintahsaja.Untukmembuatsuatu

kebijakanharuslahmemperhatikanapayangmenjadikebutuhandan

keinginanmasyarakatsertasetiapkebijakanyangdibuatpemerintahan

tidakbertentangansertamerugikan masyarakat,artinyakebijakanitu

haruslahdapatmenjadikan jawabanterhadapaspirasimasyarakat

sehinggadiperlukansuatukebijakanyangbertanggungjawabdalam

berbagaikebijakan.Menurut Pasolong (2011:38) pada dasarnya

perbedaankonsepkebijakandankebijaksanaan.Kebijakanmerupakan

rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip
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tertentu.Sedangkankebijaksanaanberkenaandilarangberdasarkan

alasan-alasantertentusepertipertimbangan kemanusiaan,keadaan

gawatdaruratdanlain-lain.

MenurutCarlFriedrich(dalam Winarno2014:20)kebijakansebagai

suatuarahtindakanyangdiusulkanolehseseorang,kelompokatau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan

hambatan-hambatan dan peluang terhadap suatu kebijakan yang

diusulkanmenggunakandanmengatasidalam rangkamencapaisuatu

tujuanataumerealisasikansuatusasaranatausuatumaksudtertentu.

MenurutDye (dalam Widodo 2018:13)mengemukakan dalam

sistem kebijakanterdapattigaelemen,yaitukebijakanpublik,pelaku

kebijakan,danlingkungankebijakan.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5)

mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau

dirumuskan oleh instansi-instansiatau pejabat-pejabatpemerintah,

karenanyaimplikasiterhadaphakikatkebijakanpublikadalahpertama

kebijakan publikmerupakan tindakan yang mengarah pada tujuan.

Kedua,tindakanyangsalingterkaitdanberpolayangmengarahpada

tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabatpemerintah.Ketiga,

berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah

dalam bidangbidangtertentudanyangkeempat,berbentukpositif

danbiaspulanegatif.



34

2.1.5 KonsepOrganisasi

Organisasiadalah suatu faktoryang lebih luas berkenaan

dengan proses pengorganisasian,struktursebuah organisasi,dan

prosesyangterjadidalam suatuorganisasi.Kegiatan-kegiatan,struktur,

dan aspek-aspek lainya dariorganisasisangat bervariasidan

kompleksakantetapi,secaraluaskonsepyangperaturan-peraturan

yang mencakup baik atasan maupun bawahan,dan juga atasan-

atasannyadanbawahan-bawahannyadisebutotoritaslegalrasional.

Iniadalah tipe otoritas yang terdapatdidalam suatu organisasi

modern.

MenurutWinardi(2009:43)organisasimerupakansuatuwadah

untuk melaksanakan berbagaimacam kegiatan yang terdiridari

sekelompokmanusiayangdiharapkanbisabekerjasamasedemikian

rupasehinggasasarantertentudapatdicapaiBersama

Menurut(Kaho,2010:288).Organisasidapatdidefinisikandalam

berbagairumusan,akan tetapisecara prinsip unsur-unsur yang

menyertaiorganisasidapatdirincike dalam lima unsur,masing-

masingdiantaranya

1.Adanyasekelompokorangyangmempunyai

2.TujuanBersama,yanghanyadapatdiselenggarakandengan

3.KerjasamaatauusahaBersamaantaraanggota-anggotakelompok

itu;supaya kerja sama berjalan dengan baik dan teratur,maka
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diadakan

4.Pembagiankerja,dibawahsuatupimpinan.

MenurutMahmudiPradayu(2017:3)Organisasimerupakansebuah

sistem yangterdiridarianekamacam elemenatausubsistem,diantara

mana subsistem manusia yang mungkin merupakan subsistem

terpentingdandimanaterlihatbahwamasing-masingsubsistem saling

berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan

organisasiyangbersangkutan.Organisasidibentukolehmanusiauntuk

memenuhianekaragam kebutuhannyasepertikebutuhanemosionalnya,

kebutuhanspiritualnya,kebutuhanintelektualnya,kebutuhanekonominya,

kebutuhanpolitiknya,dansebaiknya.Padadasarnyaorganisasimemiliki

ciriyangmendasaryakniadanyaorang-orangdalam artilebihdarisatu

orang,adakerjasamadanadatujuan.

Menurutanalisissayaorganisasiadalahsuatupolahubungan

struktursosialdalam sistem aktifkerjasamauntukpencapaiantujuan

bersama.

Organisasi biasanya ditemukan pada landasan mekanisme

administratif,stafadministratifbertanggungjawabterhadappemilihan

organisasi dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan organisasi.

Organisasisepertiitubiasadisebutbirokrasi.organisasi-organisasi

yangdibentukmenurutcara-carabirokrasi,mempunyaisifat-sifattipe

idealbirokrasiyaitu:
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1. Suatupengaturanfungsiresmiyangterusmenerusdiaturmenurut
peraturan.

2. Suatubidangkeahliantertentu,yaitumeliputi:
a.Bidangkewajibanmelaksanakanfungsiyangsudahditandai

sebagaibagiandaripembagianpekerjaanyangsistematis.
b.Ketetapan mengenaiotoritasyang perlu dimilikiseseorang

yangmendudukisuatujabatanuntukmelakasanakanfungsi-
fungsiitu.

3. Organisasi kepegawaian menurut prinsip hirarki, artinya
kepegawaianrendahberadadibawahpengawasandanmendapat
supervisedariseseorangyanglebihtinggi.

4. Peraturan-peraturanyangmengaturperilakuseseorangpegawai
dapatmerupakanperaturanatauNormayangbersifatteknis.

5. Dalam tiperasionalhalinimerupakanmasalahprinsipbahwapara
anggota staf administratif harus sepenuhnya terpisah dari
kepemilikanalat-alatprodukatauadministrasi.Kemudiandalam
organisasiterdapatperilakuorganisasiitusendiri,dimanaperilaku
organisasiinimemaparkantentangtingkahlakumanusiadalam
suatu organisasi“perilaku organisasiadalah suatu studiyang
menyangkutaspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu
organisasiatausuatukelompoktertentu”(Hamim,2005:45)

2.1.6 KonsepPeranan

MenurutSoerjono Soekanto (Levinson,2012:213)Peranan adalah

(role)merupakanaspekdinamiskedudukan(status).Apabila seseorang

melaksanakan hakdankewajibannyasesuaidengankedudukannya,dia

menjalankansuatuperanan.Setiaporangmemilikibermacam perananyang

berasaldaripola-pola pergaulan hidupnya.Peranan merupakan aspek

dinamisdarikedudukan(status)yangdimilikiolehseseorang,sedangkan

status merupakan hak dan kewajiban yang dimilikiseseorang.Apabila

seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannyamakaiamenjalankansuatufungsi.

Takadaperanantanpakedudukanataukedudukantanpaperanan.
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Sebagaimanahalnyadengankedudukan,perananjugamempunyaiduaarti.

Setiaporangmempunyaimacam-macam perananyangberasaldaripola-pola

pergaulanhidupnya.Halitusekaligusberartibahwaperananmenentukanapa

yangdiperbuatnyabagimasyarakatkepadanya.Pentingnyaperananadalah

karenaiamengaturperilakudapatmeramalkanperbutan-perbuatanorang

lain.Orangbersangkutanakandapatmenyesuaikanperilakusendiridengan

perilakuorang-orangkelompoksekelompoknya.Hubungan-hubungansosial

yangadadalam masyarakatmerupakanhubunganantaraperanan-peranan

individu dalam masyarakat.Peranan diatur oleh Norma diberlakukan.

Misalnya,Norma kesopanan menghendakiagarseseorang laki-lakibila

berjalanbersamaseseorangwanita,harusdisebelahiluar.

Menurut analisis saya peranan merupakan pengaruh yang

berhubungandenganstatusataupunkedudukansosialseseorang/individu

dalam melaksanakanhakatau kewajibantertentusesuaistatussosialnya

danperanansangatberpengaruhapabilaperanantersebutbenar–benar

berperandalam menjalankankewajibanyangsesuaidengansosialnya.

Perananyangmelekatpadadiriseseorangharusdibedakandengan

posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam

masyarakat(yaitusocial-position)merupakanunsurstatisyangmenunjukan

tempat individu pada organisasimasyarakat.Peranan lebih banyak

menunjukkanpadafungsi,penyesuaindiri,dansebagaisuatuproses.Jadi,

seseorang mendudukisuatuposisidalam masyarakatsertamenjalankan
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suatuperananmungkinmencakuptigahal,yaitusebagaiberikut:

a.Perananmeliputirole/aturanyangdihubungkandenganposisi

atautempatseseorangdalam masyarakat.Peranandalam artiini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

seseorangdalam kehidupankemasyarakatan.

b.Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat

dilakukanolehindividudalam masyarakatsebagaiorganisasi.

c.Peranan juga dapatdikatakan sebagaiperilaku individu yang

pentingbagistruktursosialmasyarakat.

MenurutPoerwodarminta(1995:571)peranmerupakantindakanyang

dilakukanseseorangatausekelompokorangdalam suatuperistiwa.Yang

dimaksuddaritindakanyangdilakukanseseorangatausekelompokorang

dalam suatuperistiwatersebutmerupakanserangkaiantingkahlakuyang

diharapkanyangdimilikiolehseseorangyangberkedudukandimasyarakat.

Jadidapatdisimpulkanbahwaperanmerupakanfungsipenyesuaianyang

dimilikiolehseseorangataukelompokyangmempunyaikedudukandalam

masyarakat. Apabilakonseptersebutdikaitkandenganfungsipemerintah

maka, dapat disimpulkan peran adalah organisasi pemerintah yang

menjalankantugas-tugasdanfungsi-fungsipemerintahanDesadalam halini

adalahSatuanPolisiPamongPraja.

Stogdilmemandangkonsepperanansebagaiperkiraantentangyang

diharapkandariseseorangdalam posisitertentuyanglebihdikaitkandengan
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sifat-sifatindividudaripadadenganposisinya.(dalam Girhot,2004:25).

SedangkanmenurutGirhot(2004:27)mengatakanbahwasesuaidenganyang

dihadapiartinyasesuaisituasidengansiapaiasedangmelakukaninteraksi.

Faktoryangmenentukanperananyangakandilakukanoleh,normayang

berlakudalam keadaaninteraksiyangsesuaidengannormayangsamayang

berlakupadakelompok/masyarakatdalam situasiyangsamajuga.Apabila

norma itu jelas maka dikatakan adanya kemungkinan besar untuk

menjalankannormatersebut.Apabilaindividudihadapkanpadasituasiyang

lebihdarinormayangberlakumakaiaakanberusahamelakukankompromi

danmodifikasidiantaranorma-normayangada.Artinyaperananseseorang

akanmengalamiperubahansesuaidengansituasiyangdihadapi,disamping

itujugaditentukandengannormayangsamauntukmengaturkelompok/

masyarakatyangsamapula.Jikanormaitulebihdarisatumakanorma

tersebutdapatdigabungkandandimodifikasi.

MenurutMardikanto(2015:107),konflikperanseringterjadipadaorang

yangmemegangsejumlahperanyangberbeda,kalauperanitumempunyai

polakelakuanyangberlawananmeskisubjektujuannyasama.Dengankata

lain konflikperananterjadisaatmentaatipoladanharusmelanggarpola

lainnya.Sedangkan Menurut Ndraha (2003:53) peranan dapat diartikan

sebagaisuatuperilakuyangdiharapkandariataulebihtelahditetapkanbagi

pemerintahselakuadministratordisetiapjenjangpemerintahan.

MenurutKusnadi(2005:358)ada tiga peran yang dilakukan dalam
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organisasiyaitusebagaiberikut:

1.Peranpribadi,mengacupadahubunganantarapemimpindenganyang

lainbaikdidalam organisasimaupundiluarorganisasi,dalam halini

pemimpinmemilikiperanyangberbedayaitu:

a.Figuran,bertindaksebagaisimbolorganisasi

b.Peran pemimpin,yaitu bertindak untuk mendorong agar

pegawainyabekerjasecaraproduktif,efektif,danefisiendan

jugadapatmempengaruhimerekabekerjasecaraoptimaluntuk

mencapaitujuan.

c.Peran perantara,pemimpin sering terlibatdalam masalah

pegawai

2.Peranberkaitandenganinformasi,pemimpinmerupakantitiksentral

bagilalulintashubungankerjasamaantarpegawaiyangberadadalam

lingkupnya,dalam halinipemimpinterlihatdalam tigahalyaitu:

a.Memantausecaraterusmenerusmemperolehdata,pesan,atau

informasidaridalam dan diluarorganisasiyang diharapkan

relevan.

b.Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya

disebarluaskankeseluruhbagianorganisasi.

c.Sebagaijurubicara.

3.Perankeputusan,dalam halinipimpinanmemainkanempatperanan

yaitu peranan wiraswasta,penanganan gangguan,pengalokasian
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sumberdayadanjururunding.

Menurut Levy (dalam Soekanto, 2013:215-216) pentingnya

pembahasanperananyangmelekatpadaindividudalam masyarakat:

a.Bahwaperanan-peranantertentuharusdilaksanakanapabilastruktur

masyarakathendakdipertahankankelangsungannya.

b.Peranantersebuthendaknyadilekatkanpadaindividuyangdianggap

olehmasyarakatyangmampumelaksanakannya.

c.Dalam masyarakatkadang dijumpaiindividu yang tidak mampu

melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh

masyarakat.

2.1.7 KonsepPenataanPedagangKakiLima

PeraturanMenteridalam negeriRepublikIndonesiaNomor41Tahun

2012TentangPedomanPenataandanPemberdayaanPedagangKakiLima,

PenataanPKLsebagaimanadimaksuddalam Pasal3Ayat(1)dilakukan

terhadapPKLdanlokasitempatkegiatanPKL.Pembinaandalam penataan

danpemberdayaansebagaimanadimaksuddalam Pasal2meliputi:

a)pendataan;
b)perencanaanpenyediaanruangbagikegiatansektorinformal;
c)fasilitasaksespermodalan;
d)penguatankelembagaan;
e)pembinaandanbimbinganteknis;
f)fasilitasikerjasamaantardaerah;
g)mengembangkankemitraandenganduniausaha

PenataanlokasitempatkegiatansebagaimanadimaksudpadaAyat(1)

dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
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perUndang-Undangan yang mengaturtentang penataan ruang,Gubernur

melakukanpenataanPKLmelalui:

a.fasilitasipenataanPKLlintasKabupaten/Kotadiwilayahnya;
b.fasilitasi kerjasama penataan PKL antar Kabupaten/Kota di

wilayahnya;
c.pembinaanBupati/Walikotadiwilayahnya.

Bupati/WalikotamelakukanpenataanPKLdengancara:

a.pendataanPKL;
b.pendaftaranPKL;
c.penetapanlokasiPKL;
d.pemindahanPKLdanpenghapusanlokasiPKL;
e.peremajaanlokasiPKL.

PenataanPKLadalahupayayangdilakukanolehpemerintahdaerah

melaluipenetapanlokasibinaanuntukmelakukanpenetapan,pemindahan,

penertibandanpenghapusanlokasiPKLdenganmemperhatikankepentingan

umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban,

kebersihanlingkungandansesuaidenganperaturanperUndang-Undangan.

PedagangKakiLima,yangselanjutnyadisingkatPKL,adalahpelakuusaha

yangmelakukanusahaperdagangandenganmenggunakansaranausaha

bergerak maupun tidak bergerak,menggunakan prasarana kota,fasilitas

sosial,fasilitas umum,lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau

swastayangbersifatsementara/tidakmenetap.

MenurutAdam Ramdhan(Suharto,2008:161).PenataanPedagang

KakiLima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informalyang

diberlakukan pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa
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kelompokterorganisirdisektorini(sepertimisalnyapedagang asongan)

cenderungmemilikijiwawiraswastaataubahkanpendapatanyangcukup

tinggi,namun secaraumum sektorinformalacapkalidipandang sebagai

usaha bermodalkecilyang masih rentan,sulitmemperoleh keuntungan,

dengan akses pasaryang terbatas serta rendahnya standarhidup para

pekerjanya.PedagangKakiLimamerupakansalahsatumesinpenggerak

rodaperekonomiankota,namundisisilainPedagangKakiLimamenjadi

suatu permasalahan yang membutuhkan suatu penanganan yang cukup

rumit.

MenurutDinarjadiEka Puspita (2010:549).Kegiatan penataan bagi

pedagangkakilimamerupakankesulitantersendiribagipemerintah.Selain

jumlahnyayangsemakinbanyak,keberadaanpedagangkakilimasendiri

dipengaruhiberbagaiaspekterutamaekonomi.Problematikadalam penataan

pedagangkakilimaadalahbahwajumlahmerekayangsangatbanyakdan

memerlukanruangyangcukupbesaruntukkegiatannya.Sementaraituruang

publikyang besarjuga digunakan oleh pengguna lain untukberkegiatan

sehinggamuncullahkonflikantarakelompokpenggunaruangpubliktersebut.

Belum lagijikapemerintahsetempatmenggunakanruangtersebutuntuk

dijadikanproyekpemerintah.MenurutanalisissayaPenataanPedagangKaki

Lima adalah suatu upaya pemerintah untuk melaksanakan penataan

PedagangKakiLimaagarterciptanyalingkunganyangtertib,nyamandan

aman.
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2.2 Kerangkapikir

Berdasarkanteori-teoriyangtelahdiuraikanpadastudikepustakaan

diatas,makadapatlahdibuatsuatukerangkapikirdaripenelitianini.Adapun

kerangkapikirdaripenelitianmengenaiPerananSatuanPolisiPamongPraja

diKampungPerawangBarat dalam MenertibkanPedagangKakiLimadi

KampungPerawangBaratadalahpadaGambarII.1sebagaiberikut:
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GambarII.1 :Peranan Satuan PolisiPamong Praja dalam Menertibkan

PedagangKakiKampungPerawangBaratKabupatenSiak.

Sumber:ModifikasiPenulis,2021

2.3 KonsepOperasional

Untuk memperjelas konsep teoritis serta pemahaman pengertian

dalam penelitianini,makapenulisperlumemberikanbatasandaribeberapa

istilahyangperludioptimalkandalam PerananSatuanPolisiPamongPrajaDi

KampungPerawangBaratdalam menertibkanpedagangmenggunakankaki

lima.Peranan yangdimaksudadalahlebihbanyakmenunjukpadafungsi,

penyesuain diri,dan sebagaisuatu proses,yang telah diberikan dan

ditetapkansebelumnya.

a)Polisi pamong praja adalah perangkat daerah yang bertugas
membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah
umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan

PemerintahDaerah

PerananTeoriLevinson
(2012:213)

1. Role(aturan)
2. Individu
3. StrukturSosial

SatuanPolisiPamongPraja

PerananSatuanPolisiPamongPrajadalam
menertibkanPedagangKakiLimadiKampung

PerawangBaratkurangterlaksana.
BanyaknyaPedagangKakiLimayangtidak

mengikutiPeraturanDaerahKabupatenSiak
Nomor37Tahun2002TentangKetertiban

Umum
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kewajibandibidangketentramandanketertibanmasyarakat.Polisi
pamongprajadalam penelitianiniadalahpolisipamongprajakota
pekanbaru.

b)Menertibkanadalahsuatukeadaanataukondisidimanapemerintah
mengharuskankepadasetiapwarganyauntuksenantiasamenjagadan
melakukanketertiban,kesejahteraandankeamananditempat-tempat
yangtelahditentukansehinggamampumenciptakansuatukeadaan
yanglebihnyamandanteratur.

c)Pedagangyangmenggunakanmobilyaitupedagangyangberjualan
menggunakanmobilyangmenempatiruasjalanprotokolatautepi
jalanumum.

d)Penegakanketertibanumum adalahsuatuupayaatautindakanyang
dilakukanolehSatuanPolisiPamongPrajakotadikecamatantualang
dalam memeliharaketertibanumum.

e)Implementasiadalahsuatuprosesaktivitaspenerimaansumberdaya
tambahansehinggakebijakandapatmembawahasil.
PerananmeliputiNormayangdihubungkandenganposisiatautempat

seseorangdalam masyarakat.Peranandalam artiinimerupakanrangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

kemasyarakatan.Perananmerupakansuatukonseptentangapayangdapat

dilakukanolehindividudalam masyarakatsebagaiorganisasi.Perananjuga

dapatdikatakansebagaiperilakuindividuyangpentingbagistruktursosial

masyarakat.

2.4 Operasionalvariabel

Operasional variabel adalah cara memberikan arti atau

mendeskripsikan (penggambaran) dari suatu variabel kegiatan atau

memberikansuatuoperasional(pekerjaan)yangdiperlukanuntukmengatur

variabeltersebut.Sedangkan variabeladalah konsep yang mempunyai

bermacam-macam nilai.Adapunoperasionalvariabeldalam penelitianini

dapatdilihatpadatabelII.1:
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TabelII.1:OperasionalVariabelPenelitian
Konsep Variabel Indikator Subindikator

MenurutSoerjono

Soekanto

(Levinson,2012:

21)Peranan

adalah(role)

merupakanaspek

dinamis

kedudukan

(status).Apabila

seseorang

melaksanakan

hakdan

kewajibannya

sesuaidengan

kedudukannya,

diamenjalankan

suatuperanan.

Peranan

Satuan Polisi

Pamong Praja

dalam

menertibkan

Pedagang

KakiLima di

Kampung

Perawang

Barat Jalan

Raya

Kilometer4

1.Peranan

Role

2.Peranan

Individu

3.Peranan

Struktur

Sosial

a.Adanyaprosedur

penertiban

b.Melakukan

tindakan

penertiban

terhadap

pelanggaran

ketertibanumum

c.Adanyasanksi

bagiyang

melanggar

ketertibanumum.

a.Melakukanrazia

rutin

b.Melakukan

pengawasan

terhadap

PedagangKaki

Lima

c.Menyediakan

tempatPedagang

KakiLima

a.Adanyakoordinasi

denganPedagang

KakiLima

b.Adanyapembagian

tugasantara

Satpol

Sumber:ModifikasiPenulis,2021
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2.5 PerbandinganDenganPenelitianTerdahulu

Sebelum penulismenulispenelitianmengenaiPerananSatuanPolisi

PamongPrajadiKampungPerawangBaratJalanKilometer4,adabeberapa

penelitiyangtelahmelakukanpenelitianyangberkaitandenganjudulserupa.

Namun darisetiap penelitian yang telah dilakukan,melahirkan

berbagaiperbedaan hasiltergantung teoridan keadaan yang terjadi

dilapangan.Daribeberapapenelitiantersebut,penulismenjadikannyasebagai

bahan tambahan dan referensipenulis.Namun demikian,penulis tetap

membedakannyadenganpenelitian-penelitianterdahuluyaitu:

TabelII.2:PerbandinganDenganPenelitianTerdahulu
Judulpenelitian Kajianpenelitian Perbedaan

1 2 3

Evaluasi

pelaksanaantugas

SatuanPolisi

PamongPrajakota

pekanbarudalam

menertibkan

pedagangyang

menggunakanmobil.

Padapenelitianinilebih

memfokuskanpada

satuinstansiyaitu

SatuanPolisiPamong

Praja,kebijakanyang

ditelitiadalahyang

berkaitandengan

menertibkanPedagang

KakiLima

Perbedaanpenelitian

terdahuludenganyang

penulistulissaatini

adalahlokasipenelitian

yangdilakukanoleh

penelitianterdahuludi

JalanRayaKilometer4

KampungPerawang

Barat

Implementasi

PeraturanDaerah

Nomor5Tahun

2002Tentang

ketertibanumum di

kotapekanbaru

(studikasus

PedagangKaki

penelitimemfokuskan

padaSatuanPolisi

PamongPraja,dan

memilikiperaturanyang

jugasamanamunstudi

kasusTentang

PedagangKakiLima

yangmenggunakan

Perbedaanantara

penelitianterdahulu

denganyangpenulis

tulisadalahperanan

SATPOL-PPmelakukan

penertibanPedagang

KakiLimayang

menggunakanmobil
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Lima). mobildanmembuka

lapakdiKampung

PerawangBarat.

danmembukalapak

sedangkanpenelitian

terdahulumemfokuskan

implementasiperda.

Efektivitaskinerja

SatuanPolisi

PamongPrajadalam

penertiban

PedagangKakiLima

(studikasuspasar

kodim kota

pekanbaru).

Padapenelitianini

penelitilebih

memfokuskanpada

satuinstansiyaitu

SatuanPolisiPamong

Praja,danpenelitilebih

memfokuskanpada

PedagangKakiLima

yangmenggunakan

mobildanmembuka

lapakyangtidaksesuai

dengantempatyang

telahdisediakan.

Perbedaanantara

penelitianterdahulu

denganyangpenulis

tulisadalahpenulis

padaperananSATPOL-

PPdalam melakukan

penertibandan

melaksanakan

ketertibanumum

sedangkanpenelitian

terdahululebih

memfokuskanpada

efektivitaskinerja

SATPOL-PP.

Evaluasi Kebijakan

Penertiban

PedagangKakiLima

DiKotaManado.

Padapenelitianinilebih

memfokuskan,

kebijakanyangditeliti

adalahyangberkaitan

denganmenertibkan

PedagangKakiLimadi

kotamanado.

Perbedaanpenelitian

terdahuludenganyang

penulistulissaatini

adalahlokasipenelitian

yangdilakukanoleh

penelitianterdahuludi

JalanRayaKilometer4

KampungPerawang

Barat

Danpenelitianterdahulu

mengkajikebijakan

penertibanpedagang

kakilimadikota

manado.

Sumber:ModifikasiPenulis,2021
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BABIII

METODEPENELITIAN

3.1 TipePenelitian

Metodepenelitianyangpenulisgunakandalam penelitianiniadalah

metodekualitatifyaitusuatupenelitiankontekstualyangmenjadimanusia

sebagaiinstrumen,disesuaikandengansituasiyangwajardalam kaitannya

denganpengumpulandatayangpadaumumnyabersifatkualitatif.

MenurutCreswell(2002:3)menyatakanbahwa“Penelitiankualitatif

berartiproses eksplorasidan memahamimakna perilaku individu dan

kelompok,menggambarkanmasalahsosialatau masalahkemanusiaan”.

Dengandemikiandalam penelitianiniakanmenjelaskan data-datayang

berbentuktulisan,sehinggapenelitianbisamemahamilebihdalam.

3.2 Lokasipenelitian

Sesuaidenganjudulpenelitianmakapenelitianiniakandilaksanakan

diJalan Raya Kilometer4 diKampung Perawang Barat.Dengan alasan

pemilihan lokasipenelitian berdasarkan penelitian Satuan PolisiPamong

PrajaKampungPerawangBaratyangmenanganiketertibandanpengawasan

khususnyapedagangyangmembukalapakdanmenggunakanmobil.

3.3 InformandanKeyinformanPenelitian

MenurutMoelong(2006:134)Keyinformanadalahorangyangtidakhanya

memberiketerangantentangobjekyangditelitiolehpeneliti,tetapijugabisa

memberisarantentangsumberbuktiyangmendukung.Keyinformandalam
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dalam penelitianiniyangmenjadisumberinformasipenulisadalah informan

penelitianiniadalah KasiTrantibSatuanPolisiPamongPrajaKecamatan

Tualang Kabupaten Siak.MenurutMoleong (2006:132)Informan adalah

orangyangdimanfaatkanuntukmemberikaninformasitentangsituasidan

kondisilatarbelakangpenelitian.informannyaadalahAnggotaSatuanPolisi

Pamong Praja dan Penjual,Pembelisekaliguspengguna jalan.dan para

informanyangberkompetendanmempunyairelevansidenganpenelitianini.

Informan dalam penelitian inidianggap memahamipermasalahan terkait

penertibanPedagangKakiLimayangmembukalapakdam menggunakan

mobildiJalanRayaKilometer4sedangkaninformandalam penelitianini

adalahpelakuatau orangyangbenar-benartahumenguasaimasalahdan

informasimaka,dalam penelitianiniyangmengkajisubjekpenelitianiniyaitu:

TabelIII.1:Informan Dalam PenelitianPeranan SatuanPolisiPamongPraja

Dalam MenertibkanPedagangKakiLimaDiKampungPerawang

Barat.

No Nama Jabatan
Informan/Key

Informan

1 RudiVivinHendriS.T Kasi Trantib SATPOL-PP

KecamatanTualang

KeyInforman

2 SusiMaryaniS.AP Anggota SATPOL-PP

KecamatanTualang

Informan

3 NisadanSiti Pedagang Informan

4 Andredanintan Pembeli/penggunajalan Informan

Sumber:ModifikasiPeneliti2021
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Adapun teknikpenunjukan informasiadalah dengan menggunakan

teknik purposive sampling,dengan pertimbangan bahwa informan yang

ditunjukmengetahuisertamemahamimasalah.

3.4 JenisDanSumberData

Dalam penelitianmenggunakanjenissumberdatasebagaiberikut:

3.4.1 Dataprimer

Dataprimeradalahdataatauketeranganyangdiperolehlangsungdari

seluruh responden melaluiwawancara yang sudah dipersiapkan

terlebihdahulu.

3.4.2 Datasekunder

Datasekunderadalahdatayangdiperolehuntukmelengkapidata

primeryangdiperolehuntukmelengkapidataprimeryangdiperolehdari

lembaga,instansidandinasyangkaitannyadalam penelitianiniyang

berupalaporantertulissepertidata-datayangdiberikanolehSATPOL-PP.

3.5 TeknikPengumpulanData

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk

mendapatinformasiyang akurat,maka penelitian menggunakan teknik

pengumpulandatasebagaiberikut:

3.5.1 Teknikobservasi

Teknisobservasiyaituaktivitasterhadapsuatuprosesatauobjek

denganmaksudmerasakan dankemudianmemahamipengetahuan

darisebuahfenomenaberdasarkanpengetahuandangagasanyang

sudah diketahuisebelumnya untuk mendapatinformasi-informasi
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yangdibutuhkanuntukmelanjutkansuatupenelitian.

3.5.2 Teknikwawancara

Wawancarayaitumelakukantanyajawabdenganmemberikan

pertanyaankepadaobjekwawancaraberkenaandenganpermasalahan

yangada.Teknikinimampumemberikaninformasiyangberkompeten

karenalangsungdarisumberterpercaya.

3.5.3 TeknikDokumentasi

Dokumentasiyaituteknikpengumpulandatayangdilakukandengan

dokumen-dokumen,baikberupagambarmaupundalam bentuklainya.

3.6 TeknikAnalisisData

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian iniadalah

kualitatif,yaitu melakukan wawancara dengan berbagainarasumber,dan

selanjutnya hasil data wawancara,sehingga setelah itu dilakukanlah

penarikankesimpulandanpemberiansaran.

3.7 JadwalWaktuKegiatanPenelitian

Dibawah inidapatdipaparkan tabelmengenaijadwalpelaksanaan

penelitianiniyangdimulaipadabulanJuni2020sampaiSeptember2020.
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TabelIII.2JadwalWaktuPenelitianTentangPerananSatuanPolisi Pamong

PrajadiJl.Kilometer4KampungPerawangBarat.

No JenisKegiatan
BulanDanMinggu

Sep Jan Feb Mar Ap
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Persiapandan
PenyusunanUP

X X X X

2 SeminarUP X
3 RevisiUP X X

4
Penelitian
Lapangan

X X X

5
Pengelolaandan
analisadata

X X X X

6
Bimbingan
Skripsi

X X X

7 UjianSkripsi X
8 RevisiSkripsi X

9
Pengesahandan
Penyerahan
Skripsi

X

Sumber:ModifikasiPenulis2021

3.8 RencanaSistematikaLaporanHasilPenelitian

BABI :PENDAHULUAN

Dalam bab inidibahas mengenailatarbelakang masalah,

rumusanmasalah,tujuan,dankegunaanpenelitian.

BABII :STUDIKEPUSTAKAANDANKERANGKAPIKIR

Dalam babinidiuraikanTentangstudikepustakaan,kerangka

pikir,konsepoperasional,danoperasionalvariabel.

BABIII :METODEPENELITIAN

Babinimenjelaskantipepenelitian,lokasipenelitian,informan

dankeyinforman,jenisdansumberdata,teknikpengumpulan
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data,teknikanalisisdata,danjadwalkegiatanpenelitian.

BABIV :DESKRIPSILOKASIPENELITIAN

Bab inimenguraikan tempatpenelitian,strukturorganisasi,

tugasdanfungsi,danaktivitasyangdilakukan.

BABV :HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

Hasil ini akan dibahas Tentang deskripsi data serta

pembahasan.

BABVI :PENUTUP

Bab inimenguraikan Tentang kesimpulan dan saran-saran

sebagaibahanmasukanhasilpenelitian.
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BABIV

GAMBARANUMUM LOKASIPENELITIAN

4.1.KabupatenSiak

4.1.1.SejarahSingkatKabupatenSiak

Sebelumnyakawasaninimerupakanbagiandari KesultananSiakSri

Indrapura.DiawalkemerdekaanIndonesia, SultanSyarifKasim II,merupakan

Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan

negara RepublikIndonesia.KemudianwilayahinimenjadiwilayahKewedanan

Siakdibawah KabupatenBengkalis yangkemudianberubahstatusmenjadi

KecamatanSiak.Padatahun 1999 berdasarkanUndang-UndangNomor53

Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan

ibukotanya SiakSriIndrapura.

4.1.2.KeadaanGeografiKabupatenSiak

SecarageografisKabupatenSiakterletakpadakoordinat1016’30”—

0020’49” LintangUtara dan10054’21”102°10’59” BujurTimur.Secarafisik

geografis memilikikawasan pesisir pantaiyang berhampiran dengan

sejumlahnegaratetanggadanmasukkedalam daerahsegitigapertumbuhan

(growthtriangle) Indonesia - Malaysia - Singapura.Bentangalam Kabupaten

SiaksebagianbesarterdiridaridataranrendahdibagianTimurdansebagian

datarantinggidisebelahbarat.Padaumumnyastrukturtanahterdiridan

tanahpodsolikmerahkuningdanbatuandanalluvialsertatanahorganosol

dangleyhumusdalam bentukrawa-rawaatautanahbasah.
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Lahansemacam inisuburuntukpengembanganpertanian,perkebunan

danperikanan.Daerahiniberiklim tropis dengansuhuudaraantara25°-32°

Celcius,dengankelembabandancurahhujancukuptinggi.Selaindikenal

denganSungaiSiakyangmembelahwilayahKabupatenSiak,daerahinijuga

terdapatbanyak tasik atau danau yang tersebardibeberapa wilayah

kecamatan. SungaiSiak sendiriterkenalsebagaisungaiterdalam ditanahair,

sehingga memilikinilaiekonomis yang tinggi,terutama sebagaisarana

transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga

terdapatpadadaerahsepanjangSungaiSiak,karenamorfologinyarelatif

datar.

SelainSungaiSiak,daerahinijugadialirisungai-sungailain,yaitu:

SungaiMandau,SungaiGasib,SungaiApit,SungaiTengah,SungaiRawa,

SungaiBuantan,SungaiLimau,danSungaiBayam.Sedangkandanau-danau

yangtersebardidaerahiniadalah:DanauKetialau,DanauAirHitam,Danau

Besi,DanauTembatuSonsang,DanauPulauBesar,DanauZamrud,Danau

PulauBawah,DanauPulauAtasdanTasikRawa.Berdasarkanperhitungan

siklushidrologi,15% surplusairdancurahhujanrata-ratabulananmenjadi

aliran permukaan,maka memungkinkan terjadinya banjirmusiman pada

bulan-bulanbasah.Dananalisisdatacurahhujandiketahuibahwabulan

basahberlangsungpadabulan Oktober hingga Desember,sedangkanbulan

kering pada bulan Juni hingga Agustus.Distribusicurah hujan semakin
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meninggikearah Pegunungan BukitBarisan dibagianbaratwilayah Provinsi

Riau.

4.2.KecamatanTualang

4.2.1.SejarahSingkatKecamatanTualang

Pusatpemerintahandi KelurahanPerawang berjarak±70KM dariSiak

SriIndrapura,dapatditempuhmelaluijalursungaiselama±1,5jam dan

melaluijalurdarat±1,5-2jam perjalanandanpadatanggal21Februari2011

telah diresmikan Jembatan Maredan yang menghubungkan Perawang

denganSiak.

4.2.2.KeadaanGeografiKecamatanTualang

Wilayah Kecamatan Tualang seperti pada umumnya wilayah

KabupatenSiaklainnyaterdiridaridataranrendahdenganstrukturtanah

pada umumnya terdiridari tanah podsolik merah kuning daribatuan dan

aluvialserta tanahorganosol dan gleihumus dalam bentuktanahrawa-rawa

atautanahbasah.KecamatanTualangsecaraumum beradapadadaerah

dataran dimana sektorindustripengolahan merupakan motorpenggerak

perekonomian yang sangatdominan tidaksajabagiKecamatan Tualang

sendiritetapijugamenjadisektorandalanKabupatenSiak.Sehinggatidak

berlebihanapabiladaerahinidisebutdaerahindustri.MasyarakatPerawang

sebagianbesaradalahpendatangdaribermacam suku&agama.

Perawangdulunyahanyasebuahdesakecilyangterisolirdarisegi

ekonomimaupun akses jalan.Setelah masuk perusahaan besarseperti
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CALTEXdanIKPPsangatmembantupertumbuhanmakrodesaPerawang.

HinggasaatinipertumbuhanPerawangdikatakanstabil.Ditandaidengan

banyaknyapembangunanyangsemakinmerata.

KecamatanTualangterletakantara0°32'-0°51'LintangUtaradan101°28'-

101°52'BujurTimur.Denganwilayahlainyangberbatasansebagaiberikut:

Utara:KecamatanSiak

Timur:KecamatanKotoGasibdanLubukDalam

Selatan:KecamatanKerinciKanandanLubukDalam

Barat:KecamatanMinasdanKotaPekanbaru

4.2.3.PerekonomianKecamatanTualang

DikotainiterdapatpabrikkertasPT.IndahKiatyangmerupakananak

grupSinarmas.IndahKiatmerupakanpabrikkertasdanbuburkertasutama

di Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk

masyarakatPerawangdansekitarnya,baiklangsungmaupuntidak.Namun

kerusakanlingkunganpenebangankayuhutanyang menjadibahanbaku

pabrikmenjadisisilaindaridampakkeberadaannya.Disampingitu,pabrikini

kerapditudingsebagaisalahsatupenyebabtercemarnyaaliransungaiSiak.

Sesuaidengan Keputusan MenteriKehutanan RINomor:70/KPTS-II/95

tentangpengaturantataruanghutantanamanindustri,masyarakatsekitar

hutan diKabupaten Siak umumnya dan Kecamatan Tualang khususnya
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berhakmendapatkan5 %luasHTIyangadadiKecamatanTualang.Dengan

diberikannya hak tersebutakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

seputarhutanyangselamainiterpinggirkan.

4.2.4.VisidanMisiKecamatanTualang

Visidarikantor Camat Tualang,yaitu “Terwujudnya Pelayanan

KecamatanTualangyangOptimalCepatdanTepat”.SedangkanMisidari

KantorCamatTualang,yaitu:

1)Meningkatkandanmengoptimalkankualitaspelayananyangsudah

adadenganmemberiberbagaipelatihan

2)Menciptakan prosedur pelayanan dan mekanisme kerja untuk

mensinergikankerjasamaantarkaryawan

3)Meningkatkansaranadanprasaranasertafasilitaspelayanan

4)Menciptakanlingkungankerjayangnyaman,bersih,rapidanindah.

4.2.5.PendidikanKecamatanTualang

Kota Perawang seiring dengan pertumbuhan penduduknya,juga

tumbuhmenjadipusatpendidikanbagikawasansekitarnya.Berikutdaftar

sekolahyangterdapatdiKotaPerawang.

1)TingkatPerguruanTinggi:

- UniversitasMuhammadiyahRiau(KampusIII)

- UniversitasTerbuka(KelasJauh)
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2)TingkatSMA-Sederajat:

- SMANegeri1Tualang;
- SMANegeri2Tualang;
- SMANegeri3Tualang;
- SMANegeri4Tualang;
- SMANegeri5Tualang;
- MANInsanCendekia;
- SMKNegeri1Tualang;
- SMAITNurulIlmi;
- SMALBFajarAmanah;
- MASI'anatuthThalibin;
- SMKMuhammadiyah;
- SMKYPPI;
- SMKYAMATU;
- SMKPayungNegeri;
- SMKAsh-ShobruQolbi.

3)TingkatSMP-Sederajat:

- SMPNegeri1Tualang
- SMPNegeri2Tualang
- SMPNegeri3Tualang
- SMPNegeri4Tualang
- SMPNegeri5Tualang
- SMPNegeri6Tualang
- SMPNegeri7Tualang
- SMPNegeri8Tualang
- SMPNegeri9Tualang
- SMPNegeri10Tualang
- SMPNegeri1SatuAtap
- SMPNegeri2SatuAtap
- SMPNegeri3SatuAtap
- MTsI'anatuthThalibin
- MTsFataha
- MTsAl-Wathaniyah
- MTsNurIkhlas
- SMPITI'anatuthThalibin
- SMPITNurulIlmi
- SMPPlusMuhammadiyah
- SMPAl-Wathaniyah
- SMPAsh-ShobruQalbi
- SMPPGRI
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- SMPYPPI
- SMPYPPM
- SMPLBFajarAmanah
- SMPKMarsudirini
- SMPKRehobot.

4)TingkatSD/MI:

DiKota Perawang terdapat20 SD Negeri,14 SD Swasta,dan 5

MadrasahIbtidaiyah

4.2.6.BudayaKecamatanTualang

KecamatanTualangdenganibukotaPerawang.MasyarakatPerawang

sebagianbesaradalahpendatang,sehinggaterdapatberagam sukuyang

mendiaminyaseperti:SukuMelayu,SukuMinang,SukuJawa,SukuBatak,

SukuSunda,DanSukuNias,sehinggatimbullahbemacam-macam budaya

yangadadiKecamatanTualang.

4.2.7.KeadaanPendudukKecamatanTualang

DarihasilregistrasipendudukdiKecamatanTualangbulanAprilTahun

2019 sebanyak 109.229 jiwa dengan jumlah laki-laki57.574 jiwa dan

perempuansebanyak51.655jiwasehinggadidapatkansexratiosebesar111.

Sedangkanjumlahkeluargasebanyak26.186sehinggadiperolehpenduduk

perrumahtanggaadalah4,17darijumlahpenduduksebanyak107.669jiwa

tersebutdapatdilihatpenyebaran serta persentase pada masing-masing

desa/kelurahan.
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4.2.8.PemerintahanKecamatanTualang

Kecamatan Tualang dipimpin oleh Zulkilfli, S.Sos, M.Si.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat

daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator

penyelenggaraanpemerintahandiwilayahkecamatan,beradadibawah,dan

bertanggungjawabkepada bupati melaluisekretarisdaerahkabupatenatau

kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris

daerah kabupatenataukotaterhadap PegawaiNegeriSipil yangmemenuhi

syarat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang

Kecamatan,camatatau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaantugasnyamemperolehpelimpahankewenanganpemerintahan

dari Bupati/Walikota untukmenanganisebagianurusanotonomidaerahdan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.Camat diangkat

oleh bupati/walikota atas usul sekretaris

daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai

pengetahuanteknispemerintahan,danmemenuhipersyaratansesuaidengan

peraturanperUndang-Undangan.

4.3.SatuanPolisiPamongPrajaKecamatanTualang

Satuan PolisiPamong Praja merupakan perangkatpemerintahan

daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta
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menegakkan Peraturan Daerah.Organisasidan tata kerja Satuan Polisi

PamongPrajaditetapkandenganperaturandaerah.SatuanPolisiPamong

PrajadapatberkedudukandidaerahProvinsidanKabupaten/Kota.Didaerah

provinsi,Satuan PolisiPamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang

beradadibawahdantanggungjawabkepadaGubernurmelaluisekretaris

daerahProvinsi.SedangkandidaerahKabupaten/Kota,SatuanPolisiPamong

PrajadipimpinolehKepalaSatuanyangberadadibawahdanbertanggung

jawabkepadaBupati/WalikotamelaluisekretarisdaerahKabupaten/Kota

4.3.1.VisidanMisiSatuanPolisiPamongPrajaKecamatanTualang

AdapunmisiSatuanPolisiPamongPrajaKecamatanTualang adalah

meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

Sementaraitu,visiyangtelahditetapkanolehSatuanPolisiPamongPraja

adalahterwujudnyamasyarakatkotapekanbaruyangtentram,tertib,dantaat

hukum.

4.3.2.Kedudukan,TugasdanFungsiSatuanPolisiPamongPrajaKecamatan

Tualang

KedudukanSatuanPolisiPamongPrajaKabupatenSiak,berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang

PembentukandanSusunanPerangkatDaerahKabupatenSiak

TugasPokokdanfungsiSatuanPolisiPamongPrajaKabupatenSiak

dalam RenstrainiNegaramengacukepadaPeraturanPemerintahNomor16
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Tahun 2018 tentang Satuan PolisiPamong Praja mempunyaitugas

Menegakkan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan

KetentramanSertaPerlindunganMasyarakat.FungsiSatuanPolisiPamong

Prajaadalah:

1)Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Perda,
penyelenggaranketertibanumum danketentramanmasyarakatserta
perlindunganmasyarakat.

2)PelaksanaankebijakanPenegakan?danpenyelenggaraanketentraman
danketertibanumum didaerah

3)PelaksanaankebijakanpenegakanPeraturanDaerahdanKeputusan
KepalaDaerah

4)Pelaksanaankebijakanperlindunganmasyarakat.
5)PelaksanaankoordinasiPenegakanPeraturandaerahdanperaturan

kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman
masyarakatdengankepolisiannegaraRepublikIndonesia,TNIdan
penyidikpegawainegerisipilatauaparaturlainnya.

6)Pengawasanterhadapmasyarakataparaturataubadanhukum agar
mematuhidanmentaatiPerdadanPeraturanKepalaDaerah.

4.3.3.StrukturOrganisasiSatuanPolisiPamongPrajaKecamatanTualang

GambarIV.1 StrukturOrganisasiSatuanPolisiPamongPrajaKecamatan

Tualang
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STRUKTUR
SUSUNANTIM SIAGAPENANGGULANGANKECAMATAN

KECAMATANTUALANG
PERIODE:2018-2023

NOMORMOR:09.aTAHUN2018

PENANGGUNG
JAWAB

KAPOLSEKTUALANG

PEMBINA
DANRAMIL

TUALANGWAKILKETUAI
KASITRAMTIB

WAKILKETUAII
KASIKESSOS

KETUA
SEKCAM

SEKRETARIS
KASIPMK
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PeraturanPemerintahNomor6Tahun2010TentangtugasSatuan

PolisiPamong Praja menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ,Satuan PolisiPamong Praja

mempunyaifungsi:

a.Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan
Daerah,penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakatsertaperlindunganmasyarakat.

b.Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan Kepala
Daerah.

c.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentramanmasyarakatdidaerah.

d.Pelaksanaankebijakanperlindunganmasyarakat.
e.PelaksanaankoordinasipenegakanperdadanperaturanKepala

Daerah,penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakatdengankepolisianNegaraRepublikIndonesiapenyidik
PegawaiNegeriSipildaerah,danaparaturNegaralainnya.

f. Pengawasanterhadapmasyarakat,aparatur,danbadanhukum
agarmematuhidanmenaatipadadanPeraturanDaerahKepala
Daerah.

g.PelaksanaantugaslainnyayangdiberikanolehKepalaDaerah.
Adapun Peraturan Daerah Kabupaten SiakNomor12 Tahun 2007

TentangPenataandanPemberdayaanPedagangKakiLima
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FungsiSatuanPolisiPamongPrajadalam pembinaanketentraman

danketertibanumum padadasarnyacukupluas,sehinggadituntutkesiapan

aparatbaik jumlah anggota,kualitas personiltermasuk kejujuran dalam

melaksanakantugas-tugasnya.SatuanPolisiPamongPrajasebagailembaga

dalam pemerintah sipilharus tampilsebagaipamong masyarakatyang

mampumenciptakandanmemeliharaketentramandanketertibansehingga

dapatmenciptakan iklim yang kondusifdidaerah.Kegiatan Satuan Polisi

PamongPrajalebihbersifatpenyuluhandanpengurusan,bukan lagiberupa

kegiatanyangmengarahpadapemberiansanksiataupidana.
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BABV

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

5.1.IdentitasInforman

Identitas informan diperlukan untuk memberikan gambaran yang

signifikanantaradatadenganinforman,identitasinformanjugadibutuhkan

untukmenjawabtujuandaripenelitian.Untukmemperolehdata maupun

informasiyangdiperlukandalam penelitianini makapenulismelakukan

wawancaradenganSeksiKetentramandanKetertiban,AnggotaSatuanPolisi

Pamong Praja,Pedagang KakiLimadiJalanRayaKilometer4,pembeli,

pejalan kaki.Adapun identitas informan yang penulis paparkan dalam

penelitianiniadalahberdasarkanjeniskelamininforman,usiainforman,dan

pendidikaninforman.

5.1.1.IdentitasRespondenBerdasarkanJenisKelamin

Berdasarkanhasildaripenelitianidentitasinformanmenurut

jeniskelamindapatdilihatpadatabel:

TabelV.1:IdentitasKeyInformandanInformanBerdasarkanJenis

Kelamin

No JenisKelamin Jumlah Persentase

1 Laki-Laki 2 33,4%

2 Perempuan 4 66,6%
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Jumlah 6 100%

(Sumber:ModifikasiPenulis2021)

Berdasarkan tabeldiatas maka dapatdiketahuibahwa key

informan dan informan yang terdiri dari Kasi Ketertiban dan

Ketentraman Masyarakat,Pedagang , Pengguna jalan,Pembeli,

Masyarakatberdasarkanjeniskelamin,laki-laki2denganpersentase

33,4%orang danperempuan4orangdenganpersentase66,6%dan

apabiladijumlahkanakanmenjadipersentase100%.

5.1.2.IdentitasKeyInformandanInformanBerdasarkanUmur

Umurmerupakansuatukematanganpikiranseseorangdalam

mengambilkeputusanapayangtidakdanapayangharusdilakukan

maka usia sangatmempengaruhitingkatanalisis seseorang dan

pemahamandalam informanterhadappertanyaanwawancarayang

akandigunakan untukmemperolehinformasidansesuaidengandata

yang penelitibutuhkan.Pada tabeldibawah iniakan digambarkan

umurinforman,yaitusebagaiberikut:

TabelV.2:IdentitasKeyInformandanInformanBerdasarkanTingkatan

Umur

No Umur Jumlah Persentase

1 23-35 2 33,4%

2 36-45 4 66,6%
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Jumlah 6 100%

(Sumber:ModifikasiPenelitian2021)

Berdasarkan tabeldiatasdapatdilihatkeyinformandaninformanyang

terdiridariKasiKetertibandanKetentraman,Pedagang,Pembeli,Pengguna

jalan,danMasyarakat,dengankriteriaumur23-35tahunberjumlah2orang

dengan persentase 33,4 % ,35-45 tahun berjumlah 4 orang dengan

persentase66,6%.danapabiladijumlahkanakanmenjadi100%

e.a.iii.IdentitasKeyInformandanInformanBerdasarkanTingkatan

Pendidikan

Pendidikanmerupakansuatupematanganpolapemikiranseseorang

dalam berbuatmaupunbertingkahlakudalam menjawabpertanyaanuntuk

diwawancara,maka pemahaman informan tidak akan terlepas dari

tingkatan pendidikan yang telah dilalui.Pada tabeldibawah iniakan

digambarkantingkatanpendidikaninformanyaitusebagaiberikut:

TabelV.3:IdentitasRespondenBerdasarkanTingkatanPendidikan

No Umur Jumlah Persentase

1 SMA/SLTA 4 66,6%

2 StrataSatu(Satu) 2 33,4%

Jumlah 6 100%

(Sumber:ModifikasiPenelitian2021)

Berdasarkan tabeldiatasdapatdilihatkeyinformandaninformanyang
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terdiridariKasiKetertibandanKetentraman,PedagangKakiLima,Pembeli,

Penggunajalan,danMasyarakat,berdasarkantingkatpendidikanSMA/SLTA

2 berjumlah 4 orang dengan persentase66,6% ,dan Strata Satu(Satu)

berjumlah2orangdenganpersentase33,4%.

5.2.PerananSatuanPolisiPamongPrajaDalam MenertibkanPedagang

KakiLimaDiKampungPerawangBaratKecamatanTualang

KabupatenSiak.

Dalam haliniuntukmengetahuibagaimanahasildariperananSatuan

PolisiPamongPrajadalam menertibkanPedagangKakiLimadiKampung

PerawangBaratsehinggasaatini tidakterlihatperananSatuanPolisi

PamongPrajadanberharapagarmasalahinidapatteratasi.Sehingga

peran tersebutdapatberjalan dengan baik sesuaidengan Standar

OperasionalProsedurataupunPeraturanDaerahSiak Nomor37Tahun

2002 Tentang Ketertiban Umum terutama pada Pasal16 Tentang

penempatan usaha-usahaditempattertentu.Dilarang menempatkan

benda/barangdalam bentukapapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,

tamandantempat-tempatumum lainya.Baikuntuktujuanberdagang

/usahamaupuntidakuntukberdagang/usahakecualiditempat-tempat

yangtelahdiizinkanolehBupatiataupejabatyangtelahditunjuk.Dengan

harapanperantersebutdapatdilaksanakanolehSatuanPolisiPamong

Prajayangadadikecamatantualang.

Dalam peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan

Pedagang KakiLima diKampung Perawang BaratDibutuhkan peran
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Satuan PolisiPamong Praja untuk menjalankan tugasnya dalam

menertibkan Pedagang KakiLima sehingga tujuan yang dikehendaki

dicapaidansesuaidenganStandarOperasionalProseduryangsudah

ditetapkandansegeraterwujud.Dalam halinitentubanyakhambatan-

hambatanyangterjadidalam pelaksanaantugastersebut.

PeranSatuanPolisiPamongPrajaDalam menertibkanPedagangKaki

LimamerupakantugasyangharusdijalankandenganbaikolehSatuan

PolisiPamongPrajaDiKampungPerawangBaratKecamatanTualang.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan PolisiPamong Praja DiKampung

PerawangBaratKecamatanTualang harusmeningkatkanefisiensidan

efektifitasdenganmemberikanpemberiansosialisasi,pembinaan,dan

pemberianarahan.

5.2.1Role/Aturan

Role/aturanyangdimaksudyaitumerupakansebuahketentuanyang

dibuatuntukmembatasitingkahlakuseseorang.Roleinimenunjukkan

bagaimana Peranan Satuan PolisiPamong Praja Dalam Menertibkan

PedagangKakiLimaDiKampungPerawangBaratKecamatanTualang

KabupatenSiakdalam melakukanperanuntukmenjagaketertibanumum

sesuaidengan Perda SiakNomor37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban

Umum.terutamapadaPasal16Tentangpenempatanusaha-usahadi

tempattertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk

apapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,tamandantempat-tempat
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umum lainya.Baikuntuktujuanberdagang/usahamaupuntidakuntuk

berdagang/usaha kecualiditempat-tempatyang telah diizinkan oleh

Bupatiataupejabatyangtelahditunjuk.

5.2.1.1AdanyaProsedurPenertiban

Adanya prosedurpenertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi

PamongPrajadalam melaksanakanpenertibanpedagangkakilimayangdi

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor37 Tahun 2002

TentangKetertibanUmum terutamapadaPasal16Tentangpenempatan

usaha-usahaditempattertentuDilarangmenempatkanbenda/barangdalam

bentukapapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,tamandantempat-

tempatumum lainya.Baikuntuktujuanberdagang/usahamaupuntidak

untukberdagang/usahakecualiditempat-tempatyangtelahdiizinkanoleh

Bupatiataupejabatyangtelahditunjuk,danSatuanPolisiPamongPraja

mempunyaitugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi

daerah yang tentram,tertib,dan teratursehingga penyelenggaraan roda

pemerintahdapatberjalandenganlancardanmasyarakatdapatmelakukan

kegiatandenganaman.Olehkarenaitu,disampingmenegakkanPeraturan

DaerahSatuanPolisiPamongPrajadituntutuntukmenegakkankebijakan

pemerintahdaerahlainnyayaitu.

Berdasarkanhasilwawancarayangdilakukanolehpenelitidengankey

informan,dengantujuanagarPerananSatuanpolisiPamongPrajaDalam
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MenertibkanPedagangKakiLimadiKampungPerawangBaratberjalan

sesuaidenganperaturanyangada.

MenurutKasiKetentramandanketertibanmasyarakatBapakRudiVivi

Hendri,S.Tmengatakan:

“Kalau dariKasiTrantib untuk Satuan PolisiPamong Praja ada
melakukansosialisasitentangprosedurpenertiban,yangdiberikanuntuk
disosialisasikan kembalikepadaparapedagang.Lalu anggotaSatuan
PolisiPamongPrajamemberikansosialisasitersebutsetiapmelakukan
tugasterhadapparapedagangkakilima”.(Senin,4Januari2021)

Penjelasan yang tidak terlalu berbeda dengan wawancara penulis

kepadaAnggotaSATPOL-PPwanitayaituIbuSusiMaryani,S.AP:

“bahwapemberiansosialisasitentangpenertibantersebut,setiaphari
dilakukan kepada para Pedagang KakiLima pada saatSatuan polisi
pamongprajasaatmelakukanPenertibanpedagangkakilima”.(Senin,4
Januari2021)

Selanjutnyapenulismewawancarabapak Dantim SATPOL-PP yaitu

BapakIsmailS.H:

“adanyapemberian sosialisasitentang penertiban pkl,setiap hari
dilakukan kepada para Pedagang KakiLima pada saatSatuan polisi
pamongprajasaatmelakukanPenertibanpedagangkakilima”.(Sabtu,17
April2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa

pemberian sosialisasi tentang penertiban diberikan kepada para

PedagangKakiLimasetiaphari.Pemberiansosialisasitersebutdiarahkan

padasaatapelpagiolehKasiKetentramandanKetertiban.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu

pedagang kakilima .MenurutIbu Sitisalah satu pedagang kakilima
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menyatakan:

“Bahwaadanya sosialisasi yangdiberikanolehanggotasatpol-pp
kepadaparapedagangkakilimatentangprosedurpenertiban,tetapitidak
semua pedagang kaki lima yang mendapatkan sosialisasi
tersebut,sehinggabanyakpedagangyangtidakmendapatkansosialisasi
tersebut”(selasa05januari2021)

Selanjutnyapenelitijugamelakukanwawancaradenganpedagangkaki

limaMenurutibukNisasalahsatupedagangmenyatakan:

“Sosialisasiprosedurpenertibanadadilakukanolehanggotasatpol-pp
,akantetapihanyasosialisasisajadantidakkesemuakepadapara

pedagang kakilima,sehinggabanyakpedagang kakilimayang tidak
mendapatkansosialisasiyangdiberikanolehanggotasatpol-pp”(selasa
05januari2021)

Berdasarkanhasilwawancarapenelitidenganpedagangmakadapat

disimpulkan bahwa adanya sosialisasitentang prosedur penertiban

kepadaparapedagang,tetapisosialisasitersebuttidaksemuapedagang

dapatkan,dapatdilihatmasihminimnyapengetahuanpedagangtentang

prosedurpenertibansehinggamasihbanyakpedagangyangberjualan

tidakpadatempatnya.

Selanjutnyapenelitimelakukanwawancaradengansalahsatupembeli

ataupun pengguna jalan.MenurutIntan salah satu pembelisekaligus

penggunajalanmenyatakan:

“Prosedurtentangpenertibanadadiberikansatpol–ppkepadapara
pedagangkakilima,dansosialisasitersebuttidakseringdilakukanoleh
anggota satpol-pp ,sehingga pedagang kakilima banyak yang tidak
tahu,disiniterlihatsemakinbanyaknyapedagangkakilima”.(selasa05
januari2021)

Selanjutnyapenelitimelakukanwawancaradengansalahsatupembeli
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denganpertanyaanyangsamamenurutandremenyatakan:

“SosialisasiprosedurpenertibanadadilakukanolehanggotaSatuan
PolisiPamongPrajakarenasayapernahmelihatSatuanPolisiPamong
Praja melakukan penertiban dan melakukan sosialisasikepada para
pedagang kakilima,tetapisosialisasitersebutsangatjarang terlihat
,sehinggapedagangkakilimamasihbanyakberjualanditempatyang

tidakdiperbolehkanuntukberjualan“(selasa05januari2021).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa

pemberian sosialisasi tentang penertiban diberikan kepada para

Pedagang KakiLima ada dilakukan.Pemberian sosialisasitersebut

berikanpadasaatSatuanPolisiPamongPrajamelakukanpenertibandan

sosialisasitersebutsangatjarangdilakukanolehanggotasatpol-ppdisini

terlihatmasihbanyaknyapedagangkakilimayangberjualandikarenakan

banyakpedagangkakilimayangtidaktahutentangprosedurpenertiban

pedagang kakilima bahwa adanya peraturan daerah kabupaten siak

Nomor37Tahun2002TentangKetertibanDanKetentraman,terutama

padapasal16 bahwaadalarangan berjualanditempat-tempattertentu

salahsatunyaditrotoardanbadanjalan.

Berdasarkanhasilobservasipenulisdilapangan,penulismenemukan

bahwapemberiansosialisasitentangprosedurpenertibantersebuttidak

semuapedagangkakilimamendapatkansosialisasitentangprosedur

penertibankepadaparapedagangkakilima,sesuaidenganPeraturan

DaerahKabupatenSiaktentangKetertibanUmum terutamapadapasal16

bahwa larangan berjualan ditempat-tempattertentu salah satunya di
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badanjalanrayadantrotoar,karenaapabilapedagangkakilimaberjualan

ditempattersebutakanmengakibatkankemacetandijalantersebut.Hal

inidapatdilihatsemakinmaraknyapedagangkakilimayangberjualan di

daerahyangsudahjelasdilaranguntukberjualan.

5.2.1.2 Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran

ketertibanumum

Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban

umum ,pada saatSatuan PolisiPamong Praja melakukan penertiban

kepada para pedagang kakilima ,maka ada beberapa tahap yang

diterapkanolehSatuanPolisiPamongPraja,yangpertamatindakanyang

dilakukanolehSatuanPolisiPamongPrajakepadaparapedagangkaki

limaberupamemberiarahanbahwadilarangberjualanditempat–tempat

umum sesuaidenganPeraturanDaerahKabupatenSiakNomor37Tahun

2002Tentangterutamapadapasal16bahwalaranganberjualanditempat

-tempattertentusalahsatunyadibadanjalanrayadantrotoar,karena

apabila pedagang kaki lima berjualan di tempat tersebut akan

mengakibatkankemacetandijalantersebut.Halinidapatdilihatsemakin

maraknyapedagangkakilimayangberjualan didaerahyangsudahjelas

dilaranguntukberjualan,dantindakanyangkeduaberupamengamankan

barangdaganganparapedagangkakilima.

SelanjutnyapenelitimelakukanwawancarabersamaBapakRudiVivi
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HendriS.Tmengatakan:

“Satpol–ppadamelakukantindakankepadaparapedagangkakilima
yang diberikan berupa arahan untuk para pedagang kakilima yang
pertama anggota satpol-pp akan memberikan arahan kepada para
pedagangkakilima,danselanjutnyaapabilapedagangkakilimamasih
melanggarketertibanmakaanggotasatpol-ppakanmembawabarang
dagangannyauntukdibawakekantorsatpol–ppduluagardiamankandan
membuatsuratpernyataantidakakanmelakukanpelanggaranyangsama,
dananggotasatpol–ppjugamemberitahubahwadipinggiranjalantidak
diperbolehkanuntukberjualan.Dikarenakanakanmengganggupengguna
jalanyangada.DanarahanyangdiberikanjugabertujuanagarparaPKL
yangadamenjaditertib”.(Senin,4Januari2021)

Selanjutnyapenelitimelakukanwawancaradenganpertanyaanyang

sama,MenurutAnggota SATPOL-PP Wanita Ibuk SusiMaryani,S.AP

mengatakan:

“Tindakan yang pertama anggota satpol-pp lakukan kepada para
pedagangkakilima berupalisan sertaarahankepadaparapedagang
kakilima,dan setelah teguran secara lisan disampaikan tetapipara
pedagang kakilima masih melakukan pelanggaran yang sama maka
anggotasatpol–ppakanmengamankanbarangdaganganuntukdibawa
kekantorsatpol-ppagarpedagangyang berjualantidakberjualanlagidi
tempattersebut,danberjualanditempatyangsudahadadisediakan.agar
pedagangtidakberjualandisembarangantempatterutamadipinggirruas
jalanumum”.(Senin,4Januari2021)

Selanjutnyapenelitimelakukanwawancaradenganpertanyaanyang

sama,MenurutDantim SATPOL-PPBapakIsmail,S.H mengatakan:

“Adapuntindakanyangpertamayangdilakukanolehanggotasatpol-
pplakukankepadaparapedagangkakilima berupaperingatan lisan
sertaarahankepadaparapedagangkakilima,dansetelahteguransecara
lisan disampaikan tetapipara pedagang kakilima masih melakukan
pelanggaranyangsamamakaanggotasatpol–ppakanmengamankan
barangdaganganuntukdibawakekantorsatpol-ppagarpedagangyang
berjualantidakberjualanlagiditempattersebut,danberjualanditempat
yang sudah ada disediakan .agar pedagang tidak berjualan di
sembarangantempatterutamadipinggirruasjalanumum”.(Sabtu,17
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Appril2021)

Darijawaban-jawaban informan diatas maka yang penulis dapat

merangkum, dan dapat dilihat bahwa adanya tindakan terhadap

pelanggaranketertibanumum hanyaberupaarahan kepadapedagang

kakilima,danapabilapedagangkakilimamelanggarketertibanlagimaka

anggota satpol-pp akan mengamankan barang dagangannya untuk

diamankandulukekantorsatpol-pp,agarpedagangkakilimayangada

menjadilebih tertib.Terutama pedagang kakilima yang berjualan di

tempatsembarangansepertidiruasjalankarenadapatmenyebabkan

jalananmenjadimacet,sesuaidenganPerdaSiakNomor37Tahun2002

TentangKetertibanUmum.terutamapadaPasal16Tentangpenempatan

usaha-usahaditempattertentuDilarangmenempatkanbenda/barang

dalam bentukapapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,tamandan

tempat-tempatumum lainya.Baikuntuktujuanberdagang/usahamaupun

tidak untuk berdagang/usaha kecualiditempat-tempat yang telah

diizinkanolehBupatiataupejabatyangtelahditunjuk.

Selanjutnyapenelitimelakukanwawancara,menurutSitipedagangkaki

limamenyatakan:

“Anggota satuan polisipamong praja ada melakukan tindakan
terhadappedagangkakilimayang yangmelanggaraturan,tindakanyang
dilakukanolehSatuanPolisiPamongPrajaadalahyangpertamaberupa
teguran secara lisan kepada para pedagang kakilima dan apabila
pedagangkakilimamasihmelanggarperaturanyangadamakaanggota
satuanpolisipamongprajaakanmengamankanbarangdaganganuntuk
dibawakekantorsatuanpolisipamongpraja,padasaatmelakukan
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penertibanpedagangkakilimateguransecaralisanyangseringdilakukan
olehanggotasatuanpolisipamongprajakepadakamiparapedagangkaki
lima”(selasa05januari2021)

Selanjutnyapenelitimelakukan wawancaradenganpedagangkaki

lima.Menurutibunisayangtakjauhberbedajawabandaripedagang

lainnyamenyatakan:

“adanyatindakanyangdilakukanSatuanPolisiPamongPraja,pada
saatmelakukanpenertiban pedagangkakilima ,yangberupaperingatan
secaralisantetapihanyateguransecaralisansaja,masapandemicini
satuanpolisipamongprajabelum adasampaisaatsekarangmelakukan
penertibanpedagangkakilima”(selasa05januari2021)

Selanjutnyapenelitimelanjukanwawancaradenganpembeli.Menurut

intanmenyatakan:

“tindakan yang dilakukan Satuan PolisiPamong Praja,padasaat
melakukanpenertiban pedagangkakilima ,hanyaberupaperingatan
secaralisantetapihanyateguransecaralisandansangatjarangsatuan
polisipamongprajamelakukanpenertiban,apalagidimasapandemicini
sampaisekarangbelum terlihatsatuanpolisipamongprajamelakukan
penertiban”(selasa05januari2021)

MenurutAndreMenyatakan:

“BahwaadanyatindakanyangdilakukanSatuanPolisiPamongPraja,
pada saatmelakukan penertiban pedagang kakilima ,yang berupa
peringatansecaralisan”(selasa05januari2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa

adanya tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum,apabila

pedagangkakilimamelakukanpelanggarantersebutyangberupateguran

secaralisankepada paraPedagangKakiLima.dantindakan tersebut

diarahkanpadasaatSatuanPolisiPamongPrajamelakukanpenertiban

danhanyaberupateguransecaralisan.

Darihasilobservasipenulisdilapangan,penulismenemukanbahwa
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tindakanterhadappelanggaranketertibantersebutberupaarahansaja

dantidakdijalankandenganbaik.Bisadibuktikanbahwaarahanyang

diberikan tidak membuat para pedagang menjadi semakin tertib.

Pedagang yang ada semakin banyak berjualan sehingga seringkali

menimbulkankemacetandijalanan,sesuaidenganPerdaSiakNomor37

Tahun2002TentangKetertibanUmum.terutamapadaPasal16Tentang

penempatan usaha-usaha ditempattertentu Dilarang menempatkan

benda/barangdalam bentukapapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,

tamandantempat-tempatumum lainya.Baikuntuktujuanberdagang

/usahamaupuntidakuntukberdagang/usahakecualiditempat-tempat

yangtelahdiizinkanolehBupatiataupejabatyangtelahditunjuk.

5.2.1.3Adanyasanksibagiyangmelanggarketertibanumum

Adanyasanksibagiyang melanggarketertiban umum ,sanksidari

Satuan PolisiPamong Praja terhadap pedagang kakilima apabila

melanggarketertibanumum sesuaidenganPerdaSiakNomor37Tahun

2002 Tentang Ketertiban Umum.terutama pada Pasal16 Tentang

penempatan usaha-usaha ditempattertentu Dilarang menempatkan

benda/barangdalam bentukapapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,

tamandantempat-tempatumum lainya.Baikuntuktujuanberdagang

/usahamaupuntidakuntukberdagang/usahakecualiditempat-tempat

yangtelahdiizinkanolehBupatiataupejabatyangtelahditunjuk.Maka
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sanksiakandiberikanberupapengamananbarangdagangankekantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang , bisa saja

pembongkaranbarangdaganganolehSatuanPolisiPamongPraja.

Berdasarkanhasilwawancarayangdilakukanolehpenelitidengankey

informan.MenurutBapakRudiViviHendri,S.Tmengatakan:

“Satuanpolisipamongprajaadamemberikansanksikepadapedagang
kakilimayang berupaapabilapedagangkakilimatidakmaulagiditegur
secaralisan,makasatuanpolisipamongprajaakanmemberikansanksi
yang yang berupa membawa dagangannya ke kantorSatuan polisi
pamongpraja danmembuatsuratpernyataandikantorsatuanpolisi
pamongprajaKecamatanTualang.”(Senin,4Januari2021)

Lalujawabanyangtidakjauhberbedadiungkapkanoleh Anggota

SatuanPolisiPamongPrajawanitaIbuSusiMaryani,S.APmengatakan:

“sanksipertamaberupateguransecaralisandanapabilapedagang
kakilimamasihmelakukanpelanggaranketertibanumum,makakamidari
pihaksatuanpolisipamongprajaakanmemberikansuratpernyataandan
apabilamasihjugamelakukanpelanggarantersebutmakaakandiberikan
sanksiberupamembawadagangannyakekantorSatuanPolisiPamong
Prajadanmembuatsuratpernyataan.”(Senin,4Januari2021)

SelanjutnyapenelitimelakukanwawancaradenganDantiSATPOL–PP

BapakIsmailS.Hmengatakan:

“berupateguransecaralisandanapabilapedagangkakilimamasih
melakukanpelanggaranketertibanumum,makakamidaripihaksatuan
polisipamong praja akan memberikan suratpernyataan dan apabila
masihjugamelakukanpelanggarantersebutmakaakandiberikansanksi
berupamembawadagangannyakekantorSatuanPolisiPamongPraja
danmembuatsuratpernyataan.”(Sabtu,17Appril2021)

Berdasarkanhasilwawancara diatas,penulisdapatmenyimpulkan

bahwaadasanksiyangdiberikankepadaparapedagang yangberupa

mengamankanbarangdagangankekantor,dandisiniterlihatkurangnya
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peranSatuanPolisiPamongPrajadalam menertibkanpedagangkakilima

yangadadikampungperawangbarat.

Selanjutnyapenelitimelakukanwawancaradenganpedagangkakilima

Menurutibusitimenyatakan:

“Bahwaadanyasanksikepadaparapedagang,yangberupabarang

dagangannyayangdiamankankekantorSatuanPolisiPamongPraja”

(selasa05januari2021)

Selanjutnyayangtakjauhberbedadenganjawabanpedaganglainnya

Menurutibuknisamenyatakan:

“Bahwaadanyasanksikepadaparapedagang,yangberupabarang

dagangannyayangdiamankankekantorSatuanPolisiPamongPraja,dan

sanksiyangberupainitidaksemuakepadaparapedagang”(selasa05

januari2021)

Selanjutnyapenelitimelakukanwawancaradengansalahsatupembeli

danpenggunajalan.

Menurutintanmenyatakan:

“adanya sanksibagipedagang yang melanggarketertiban umum

dengansalahsatucontohnyasatpolmelakukanraziakepadapedagang

kakilima“(selasa05januari2021)

Menurutandreyangmenyatakantidakjauhberbedadenganpembeli

lainya:

“Bahwa adanyasanksibagipedagangyangmelanggarketertiban

umum dengan salah satu contohnya satpolmelakukan razia kepada

pedagangkakilima denganharapanpedagangtidakberjualanlagidi

jalananumum “(selasa05januari2021)
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Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, penulis dapat

menyimpulkanbahwaadasanksiyangdiberikankepadaparapedagang,

akan tetapisanksiyang diberikan tidakmembuatefekjera terhadap

pedagangdisinidapatdilihatbahwapedagangmasihberjualandiruas

jalansehingga membuatkemacetandijalansekitarpedagangtersebut

berjualan.

Berdasarkanhasilobservasipenulisdilapangan,penulismenemukan

bahwakarenatidaksemuasanksiyangdiberikankepadaparapedagang

dilakukansetiaphari, sehinggamenjadikanpedagangyangadamasih

tetap berjualan ditempatyang sudah dilarang sepertidipinggirjalan

umum.Halinijugayangmengakibatkanjalanansekitarnyamenjadimacet

dan juga mengganggu pengguna jalan yang ada dan disiniterlihat

kurangnya peranan Satuan PolisiPamong Praja dalam menertibkan

pedagangyangberjualandiruasjalan

5.2.2Individu

Individuyangdimaksudadalahmakhlukciptaantuhanyangdidalam

dirinyadilengkapiolehkelengkapanhidupyangmeliputiraga,ras,serta

rukundalam dirisetiapindividumemilikietika.individuinimenunjukkan

etikadarisatuanpolisipamongprajayangadadikecamatantualang

terhadappedagangkakilimadalam menertibkanpedagangyangberjualan

dijalananumum,sesuaidenganPeraturanDaerahSiakNomor37Tahun

2002TentangKetertibanUmum terutamapada padaPasal16Tentang
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penempatan usaha-usaha ditempattertentu Dilarang menempatkan

benda/barangdalam bentukapapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,

tamandantempat-tempatumum lainya.Baikuntuktujuanberdagang

/usahamaupuntidakuntukberdagang/usahakecualiditempat-tempat

yangtelahdiizinkanolehBupatiataupejabatyangtelahditunjuk.

5.2.2.1Melakukanraziasecararutin

Melakukanraziasecararutinkepadaparapedagangkakilimadengan

harapanagarpedagangkakilimamenjaditertib,makaakanterlaksana

ketentramandanketertibanbaikitudarimasyarakatsetempatmaupun

pedagangkakilimadansebaiknyaSatuanPolisiPamongPrajamelakukan

razia kepada pedagang kakilima secara rutin dengan harapan para

pedagangmengertidenganPeraturanDaerahSiakNomor37Tahun2002

Tentang Ketertiban Umum terutama pada pada Pasal16 Tentang

penempatan usaha-usaha ditempattertentu Dilarang menempatkan

benda/barangdalam bentukapapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,

tamandantempat-tempatumum lainya.Baikuntuktujuanberdagang

/usahamaupuntidakuntukberdagang/usahakecualiditempat-tempat

yangtelahdiizinkanolehBupatiataupejabatyangtelahditunjuk.

Berdasarkan hasilwawancara yang dilakukan oleh penelitidengan

informan MenurutBapak RudiViviHendri,S.T sebagaiKasiTrantib

mengatakan:
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“adanyasatuanpolisipamongprajadalam melakukanraziasecara
rutin,danbiasanyasaatmelakukanraziapadapukul07.00–10.00wib
olehSatuanPolisiPamongPrajaterhadap PedagangKakiLimayang
tidak mengikutiaturan berdagang dijalanan umum dan akan akan
diberikansosialisasikepadaparapedagangkakilima”.(Senin,4Januari
2021)

SelanjutnyapenelitimelanjukanwawancaradenganAnggotaSATPOL-

PPwanitaIbuSusiMaryanimengatakan:

“razia ada dilaksanakan oleh Satuan PolisiPamong Praja kepada
PedagangKakiLimayangberjualandijalanumum danakan diarahkan
dan barang dagangannya untuk dipindahkan dan jangan berjualan di
tempatjalananumum.PedagangKakiLimayangadajugaakandisuruh
pindahkarenatempatberdagangnyamerupakantempatyangdilarang
untukberjualan”.(Senin,4Januari2021)

Dan selanjutnya penelitimelanjukan wawancara dengan Dantim

SATPOL-PPBapakIsmailS.Hmengatakan:

“Penertiban ataupun razia ada dilaksanakan oleh Satuan Polisi
PamongPrajakepadaPedagangKakiLimayangberjualandijalanumum
danakan diarahkandanbarangdagangannyauntukdipindahkandan
janganberjualanditempatjalananumum.PedagangKakiLimayangada
jugaakandisuruhpindahkarenatempatberdagangnyamerupakantempat
yangdilaranguntukberjualan”.(Sabtu,17Appril2021)

Selanjutnyapenelitimelakukanwawancaradengan pedagangkaki

limaMenurutibusitimenyatakan:

“Bahwaadanya Satuanpolisipamongprajamelakukanrazia ,tetapi
tidaksetiapharianggotaSatuanPolisiPamongPrajamelakukanrazia
,raziadilakukanhanyadipagiharisaja“(selasa05januari2021)

Menurutibukbisatidakjauhberbedadenganyangdisampaikanoleh

pedaganglainnyamenyatakan:

“adanyaraziayangdilakukanolehsatuanpolisipamongpraja ,tetapi
tidaksetiapharianggotaSatuanPolisiPamongPrajamelakukanrazia
,raziadilakukanhanyadipagiharisaja,dankamiparapedagangsetiap

SatuanPolisiPamongPrajamelakukanraziamengikutiperaturandari
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SatuanPolisiPamongPrajacontohnyamembubarkanbarangdagangan
kami,dan hanya sebatas razia saja tidakada memberikan sosialisasi
“(selasa05januari2021)

Selanjutnya penelitimelakukan wawancara dengan pengguna jalan

sekaliguspembeli,menurutintanmenyatakan:

“bahwaadanya SatuanPolisiPamongPrajamelakukanraziapara
pedagang kakilima lalu pedagang kakilima mengemas barang
dagangannya,setelahraziaselesaiparapedagangmemulaiberdagang
sepertibiasalagi”(selasa052021)

Menurutandremenyatakan:

“pada saat Satuan PolisiPamong Praja melakukan razia para
pedagang mengemasbarangdagangannya,setelahraziaselesaipara
pedagangmemulaiberdaganglagisepertisemuladan,danraziahanya
dilakukansesekalisaja”(selasa052021)

Berdasarkan hasilwawancara diatas penulis dapatmenyimpulkan

bahwaada SatuanPolisiPamongPrajamelakukanraziadanhanyaada

dalam bentuk sesekalisajayangberupaarahanagartidakberjualandi

ruasjalanlalupedagangtersebutakandisuruhuntukpindahdariarea

tersebutnamunjikapedagangmasihtetapberjualandiareayangdilarang

makabarangdaganganakandiamankan.

Berdasarkanhasilobservasipenulisdilapangan,penulismenemukan

bahwapadasaatmelakukanrazia yangdilakukanSatuanPolisiPamong

Prajalebihkepadamemberitahutentanglaranganberdagang,dandalam

halinipedagangmasihsulitdiberiarahanagartidakberjualandiarea

yangtidakdiperbolehkandisiniterlihatkurangnyaberperanSatuanPolisi

PamongPrajadalam menertibkanparapedagangkakilimayangadadi
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kampung perawang barat,sesuaidengan Peraturan Daerah Kabupaten

Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman

TerutamapadaPasal16Tentangpenempatanusaha-usahaditempat

tertentuDilarangmenempatkanbenda/barangdalam bentukapapundi

tepi/pinggirjalan umum,jalurhijau,taman dan tempat-tempatumum

lainya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk

berdagang/usaha kecualiditempat-tempatyang telah diizinkan oleh

Bupatiataupejabatyangtelahditunjuk.

5.2.2.2Melakukanpengawasanterhadappedagangkakilima

Satuan PolisiPamong Praja melakukan pengawasan kepada para

pedagangkakilimadengancaraturunkelapanganuntukmelihatkeadaan

pedagangkakilimadanmelakukanpengawasankepadaparapedagang

kakilimadenganharapantertibnyapedagangkakilimasaatberjualan

,karenalokasiyangditempatiolehpedagangkakilimamerupakantempat

-tempatyangdilaranguntukberjualansesuaidenganPeraturanDaerah

Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan

KetentramanTerutamapadaPasal16Tentangpenempatanusaha-usaha

ditempattertentuDilarangmenempatkanbenda/barangdalam bentuk

apapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,tamandantempat-tempat

umum lainya.Baikuntuktujuanberdagang/usahamaupuntidakuntuk

berdagang/usaha kecualiditempat-tempatyang telah diizinkan oleh
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Bupatiataupejabatyangtelahditunjuk,apabilapengawasandilaksanakan

denganmaksimalmakaberjalanlaperaturandaerahyangtelahditetapkan.

Berdasarkan hasilwawancara yang dilakukan oleh penelitidengan

informan Menurut Bapak RudiViviHendri,S.T sebagaiKasiTrantib

mengatakan:

“Padasaatmelakukanpengawasanterhadappedagangkakilimatidak
adamateriyangdisampaikan.Hanyaberupaarahanagarpedagangyang
adatidakberjualanditempatsepertirawankecelakaan”.(Senin,4Januari
2021)

SelanjutnyapenelitimewawancaraisalahsatuanggotaSatuanPolisi

PamongPrajaMenurutIbuSusiMaryani,S.APmengatakan:

“Dalam melakukanpengawasanpedagangkakilimatidakadamateri
namunhanyaberupaarahantentangtempat-tempatyangdiperbolehkan
untuk berjualan dan mana tempatyang tidak diperbolehkan untuk
berjualan”.(Senin,4Januari2021)

DanselanjutnyapenelitimewawancaraDantim SatuanPolisiPamong

PrajaMenurutBapakIsmail,S.Hmengatakan:

“Untukmelakukanpengawasanpedagangkakilimatidakadamateri
namunhanyaberupaarahantentangtempat-tempatyangdiperbolehkan
untuk berjualan dan mana tempatyang tidak diperbolehkan untuk
berjualansesuaidenganperdakabupatensiaknomor37tahun2002”.
(Sabtu,17Appril2021)

Darihasilwawancara penulis diatas,penulis dapatmenyimpulkan

bahwapengawasanhanyaberupaarahan.Arahanyangdiberikankepada

pedagang kakilimaberupatempat-tempatyangdiperbolehkanuntuk

berjualandantempat-tempatyangtidakdiperbolehkanuntukberjualan.

Selanjutnyapenelitimelakukanwawancaradenganpedagangkakilima
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Menurutibusitimenyatakan:

“Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Satuan PolisiPamong
Prajahanyaberupaarahansajabahwatidakbolehberdagangdijalanan
umum danhanyabersifatsesekalisaja”(selasa05januari2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu

pedagangMenurutibuknisamenyatakan:

“Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi
Pamong Praja ,tetapihanya berupa arahan saja bahwa tidak boleh
berdagangdijalananumum dan hanyabersifatsesekalisaja”(selasa05
januari2021)

Selanjutnya penelitimelakukan wawancara dengan pengguna jalan

sekaliguspembeli,menurutintanmenyatakan:

“Mungkin ada anggota Satuan PolisiPamong Praja melakukan
pengawasan terhadap pedagang kakilima yang melanggarketertiban
umum,yangdilakukanolehanggotaSatuanPolisiPamongPraja,tetapi
hanyabersifatsesekalisaja”(selasa05januari2021)

Selanjutnyapenelitimelanjutkanwawancaradenganpenggunajalan

sekaligus pembeli dengan pertanyaan yang sama,menurut andre

menyatakan:

“adanyaanggotaSatuanPolisiPamongPrajamelakukanpengawasan
terhadap pedagang kakilimayang melanggarketertiban umum,yang
dilakukanolehanggotaSatuanPolisiPamongPrajapadasaatmelakukan
razia,tetapihanyabersifatsesekalisaja”(selasa05januari2021)

Darihasilwawancara penulis diatas,penulis dapatmenyimpulkan

bahwapengawasanhanyaberupaarahan.Arahanyangdiberikankepada

pedagang kakilimaberupatempat-tempatyangdiperbolehkanuntuk

berjualandantempat-tempatyangtidakdiperbolehkanuntukberjualan

danhanyabersifatsesekalisaja.
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Berdasarkanhasilobservasipenulisdilapangan,penulismenemukan

bahwaarahanyangdiberikanmasihkurang sehinggaparapedagang

masihsulituntukdiarahkan.Danpedagangyangadamalahsemakin

banyakyangberjualandiareayangsudahjelasdilaranguntukberdagang

disiniterlihatkurangnyaperananyangdilaksanakanolehSatuanPolisi

Pamong Praja yang ada dikecamatan tualang ,sesuaidengan perda

nomor37tahun2002tentangketertibanumum.

5.2.2.3Menyediakantempatuntukpedagangkakilima

Adanya penyediaan tempatuntuk para pedagang kakilima yang

seharusnyapenyediaantempatyangcukupolehpemerintahsetempat

yangakandiarahkanolehSatuanPolisiPamongPrajaagarparapedagang

kakilimamenjaditertibdanberjalanlancarPeraturanDaerahKabupaten

Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman

TerutamapadaPasal16Tentangpenempatanusaha-usahaditempat

tertentuDilarangmenempatkanbenda/barangdalam bentukapapundi

tepi/pinggirjalan umum,jalurhijau,taman dan tempat-tempatumum

lainya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk

berdagang/usaha kecualiditempat-tempatyang telah diizinkan oleh

Bupatiataupejabatyangtelahditunjuk,apabilapengawasandilaksanakan

denganmaksimalmakaberjalanlaperaturandaerahyangtelahditetapkan.

Berdasarkan hasilwawancara yang dilakukan oleh penelitidengan
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informan menurut Bapak RudiViviHendriS.T sebagaiKasiTrantib

mengatakan:

“adanyaPenyediaantempatuntukparapedagangadadanlokasinya
terletakdikilometer11ataubiasadisebutpasarrakyat”.(Senin,4Januari
2021)

TakjauhberbedadenganjawabandiatasMenurutIbuSusiMaryani,

S.APanggotaSatuanPolisiPamongPrajamengatakan:

“penyediaantempatuntukparapedagangkakilimaitusudahkita
sediakandanberlokasidikilometer11.”(Senin,4Januari2021)

SelanjutnypenelitimelakukanwawancaradenganDantim SATPOL-PP

MenurutBapakaIsmail,S.H mengatakan:

“Untukpenyediaantempat parapedagangkakilimaitusudahkita
sediakandanberlokasidikilometer11 tetapipedagangkakilimatidak
mauuntukpindahkelokasiyangsudahdisediakan.”(Sabtu,17Appril2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa

adanyapenyediaantempatuntukparapedagangkakilimayangdiberi

tahu langsungkepadaPedagangKakiLimamengenaipedagangyang

melanggaraturan saatberjualan.Dalam halinibagipedagang yang

melanggaraturan maka akan mendapatteguran daripetugasSatuan

PolisiPamongPraja.

SelanjutnyapenelitimelakukanwawancaradenganIbukSitipedagang

kakilimamenyatakan:

“adanyapenyediaantempatuntukparapedagangtetapitidaksemua
pedagangyangdisuruhuntukpindahkelokasiyangdisediakan”(selasa
05januari2021).

SedangkanmenurutIbukNisasalahsatupedagangmenyatakan:
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“adanyapenyediaantempatuntukparapedagangtetapitidaksemua
pedagangyangdisuruhuntukpindahkelokasiyangdisediakan,karena
kondisitempatyang tidak memungkin untuk semua para pedagang
pindah(selasa05januari2021).

Selanjutnya penelitimelanjutkan wawancara dengan salah satu

pengguna jalan sekaligus pembelitentang bagaimana apakah ada

penyediaantempatuntukparapedagang.

Menurutintansebagaipembelimenyatakan:

“kondisitempatuntuk para pedagang kurang memungkin untuk
semuaparapedagangdisuruh pindahkelokasiyangdisediakan,dan
selaindaritempatyangsudahdisediakanmasihadalahanlagiuntuk
pemindahanparapedagangagarberdagangdengantertib“(selasa05
januari2021).

Sedangkanmenurutandresebagaipembelimenyatakan:

“adanyatempatuntukparapedagang,tetapikurangmemungkinuntuk
semuaparapedagangdisuruh pindahkelokasiyangtelahdisediakan,
“(selasa05januari2021).

Darihasilwawancara penulis diatas,penulis dapatmenyimpulkan

bahwaadanyatempatuntukparapedagangtetapitidakmemungkinuntuk

semua pedagang pindah dan pedagang ingin pindah jika semuanya

dipindahkan.

Berdasarkanhasilobservasipenulisdilapangan,penulismenemukan

bahwapenyediaantempatuntukparapedagangtidaksemuanyapara

pedagangdipindahkankepadatempatyangtelahdisediakansehingga

parapedagangtidakmengindahkanapayangdiberitahukanolehanggota

SATPOL -PP yang dilakukan memang berupa penyampaian langsung

terhadapPKLyangtidakmengikutiaturan.Namunhalinitidakjugaefektif
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karena sebagian pedagang masih saja banyakmelanggaraturan dan

disiniterlihatmasikurangnyaperansatuanpolisipamongprajadalam

menertibkanparapedagangkakilimayangadadikampungperawang

barat.

5.2.3Struktursosial

Struktur sosialsebagaisuatu tatanan sosialdalam kehidupan

masyarakatyangdidalamnyaterkandunghubungantimbalbalikantara

statusdanperanandenganbatas-batasperangkatunsur–unsursosial

yang menunjuk pada suatu ketentuan perilaku.Struktur sosialini

menunjukkan bagaimana Peranan Satuan PolisiPamong Praja Dalam

Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam melakukan peran untuk

menjagaketertibanumum sesuaidenganPerdaSiakNomor37Tahun

2002 Tentang Ketertiban Umum.Terutama pada pasal16 tentang

laranganberjualanditempat–tempattertentuDilarangmenempatkan

benda/barangdalam bentukapapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,

tamandantempat-tempatumum lainya.Baikuntuktujuanberdagang

/usahamaupuntidakuntukberdagang/usahakecualiditempat-tempat

yangtelahdiizinkanolehBupatiataupejabatyangtelahditunjuk.

5.2.3.1Adanyakoordinasidenganpedagangkakilima

AdanyakoordinasiSatuanPolisiPamongPrajadenganpedagangkaki
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limadenganharapan upayayangsinkrondanteraturdemimenyediakan

jumlahsertawaktuyangtepat,danjugamengarahkanpelaksanaanuntuk

bisamelahirkansuatutindakanyangselarasdanharmonis padatujuan

yang sebelumnya sudah ditentukan sesuaidengan Peraturan Daerah

Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan

KetentramanTerutamapadaPasal16Tentangpenempatanusaha-usaha

ditempattertentuDilarangmenempatkanbenda/barangdalam bentuk

apapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,tamandantempat-tempat

umum lainya.Baikuntuktujuanberdagang/usahamaupuntidakuntuk

berdagang/usaha kecualiditempat-tempatyang telah diizinkan oleh

Bupatiataupejabatyangtelahditunjuk,apabilapengawasandilaksanakan

denganmaksimalmakaberjalanlaperaturandaerahyangtelahditetapkan.

Berdasarkan hasilwawancara yang dilakukan oleh penelitidengan

informan Menurut Bapak RudiViviHendri,S.T sebagaiKasiTrantib

mengatakan:

“satuan polisipamong praja adanya melakukan koordinasiyang
disampaikan oleh pedagang yang berupa arahan bahwa dilarang
berjualanditempat–tempatumum karenamengganggukeamanandan
ketertibanumum”.(Senin,4Januari2021)

MenurutIbuSusiMaryani,S.APsebagaianggotasatuanpolisipamong

prajamengatakan:

“Bahwaadanyakoordinasiberupaarahanyangadadisampaikanpada
saatmelakukanpenertiban”.(Senin,4Januari2021)

Selanjutnya penelitimelakukan wawancardengan Dantim SATPOL
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–PPBapakIsmail,S.H mengatakan:

“Dalam melakukan koordinasidengan pedagang kakilima berupa
arahanyangadadisampaikanpadasaatmelakukanpenertibankepada
pedagangkakilima”.(Sabtu,17Appril2021)

Berdasarkan wawancara diatasmaka penulisdapatmenyimpulkan

bahwaarahanyangakandisampaikankepadaPedagangKakiLimaakan

diberitahukanpadasaatmelakukanpenertiban.Arahantersebutberupa

pemberitahuanurusanmengenaikeamanandanketertibanumum.

SelanjutnyapenelitimelakukanwawancaramenurutIbuSitisebagai

pedagangkakilimamenyatakan:

“KoordinasiyangdilakukanolehanggotaSatuanPolisiPamongPraja
hanya berupa arahan dan itu hanya sesekalidilakukan oleh anggota
SatuanPolisiPamongPrajapadasaatmelakukanpenertiban”(selasa05
januari2021).

Selanjutnyapenelitimelanjutkanwawancaradenganpedaganglainnya

denganpertanyaanyangsama denganjawabanyangtidakjauhberbeda

menurutIbukNisamenyatakan:

“adanya Koordinasiyang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi
PamongPrajahanyaberupaarahandanituhanyasesekali”(selasa05
januari2021)

Selanjutnya penelitimelakukan wawancara dengan pengguna jalan

sekaliguspembelimenurutintanmenyatakan:

“mungkinadaKoordinasiyangdilakukanolehanggotaSatuanPolisi
PamongPrajakepadaparapedagangdansaya hanyamelihatarahanitu
hanyasesekali”(selasa05januari2021)

Menurutandresebagaipembelimenyatakan:

“adanya Koordinasiyang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi
PamongPrajakepadaparapedagangdansaya hanyamelihatarahanitu
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hanyasesekali”(selasa05januari2021).
Berdasarkan wawancara diatasmaka penulisdapatmenyimpulkan

bahwaadanyakoordinasiantarapedagangdengananggotaSatuanPolisi

Pamong Praja yang berupa arahan yang akan disampaikan kepada

PedagangKakiLimaakandiberitahukanpadasaatmelakukanpenertiban.

Arahantersebutberupapemberitahuanurusanmengenaikeamanandan

ketertibanumum dandisiniterlihatbahwakurangnyaperanansatuan

polisipamongprajadalam menertibkanpedagangkakilimadikampung

perawangbarat.

Berdasarkanhasilobservasipenulisdilapangan,penulismenemukan

bahwa pemberian arahan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi

PamongPraja memangadadiberikankepadapara pedagang.Dan

pemberianarahandilakukandengancukupbaik,Namun kurangsehingga

pedagangmasihsajabanyakberjualandiareayangsudahdilarang.

5.2.3.2AdanyapembagiantugasantaraSATPOL–PP

Adanyapembagiantugasantarsatuanpolisipamong prajadalam

melaksanakan penertiban pedagang kaki lima untuk menjalankan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor37 Tahun 2002 Tentang

Ketertiban Dan Ketentraman Terutama pada Pasal 16 Tentang

penempatan usaha-usaha ditempattertentu Dilarang menempatkan

benda/barangdalam bentukapapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,

tamandantempat-tempatumum lainya.Baikuntuktujuanberdagang
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/usahamaupuntidakuntukberdagang/usahakecualiditempat-tempat

yangtelahdiizinkanolehBupatiataupejabatyangtelahditunjuk,apabila

pengawasandilaksanakandenganmaksimalmakaberjalanlaperaturan

daerahyangtelahditetapkan.

Berdasarkan hasilwawancara yang dilakukan oleh penelitidengan

informan MenurutBapak RudiViviHendri,S.T sebagaiKasiTrantib

mengatakan:

“AdanyapembagiantugasantaraSatuanPolisiPamongPrajapada
saatmelakukan penertiban pedagang kakilima yang biasanya tidak
semuaanggotaSatuanPolisiPamongPrajayangberjumlah11orang
untukturunkelapangan,hanyasekitaran8orangdengansatuperempuan
dan selebihnya untuk tinggaldikantor,karena pada saatmelakukan
penertibananggotaSatuanPolisiPamongPrajabiasanyadibantuoleh
polsektualangdananggotadanramil”.(Senin,4Januari2021)

Selanjutnya penelitimelanjutkan wawancara dengan salah satu

anggota Satuan PolisiPamong Praja dengan pertanyaan yang sama

menurutIbuSusiMaryani,S.APmengatakan:

“Bahwa adanya pembagian tugas antarSATPOL-PP tetapitidak
semua anggota SATPOL – Turun kelapangan dengan tujuan agar
pedagangmenjadilebihtertib”.(Senin,4Januari2021)

SelanjutnyapenelitimelanjutkanwawancaradenganDantim SATPOL-

PPMenurutBapakIsmail,S.Hmengatakan:

“AdanyapembagiantugasantarSatuanpolisipamongprajatetapi
tidaksemuaanggotaSATPOL-PPTurunkelapangandanadajugayang
tinggalsebagiandikantorkita,dengantujuanagarpedagangmenjadi
lebihtertib”.(Sabtu,17Appril2021)

Berdasarkanwawancaradiatasmakadapatdisimpulkanbahwaada

pembagian petugasantara SatuanPolisiPamongPraja dengantujuan
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memberikan arahan kepada Pedagang KakiLima yang ada,agar

PedagangKakiLimatersebutberjualandengantertibdansesuaidengan

tempatyangsudahdisediakanatauyangmendapatizinuntukberjualandi

areatersebutdisinidapatdilihatmasikurangnyaperanansatuanpolisi

pamong praja dalam menertibkan pedagang kakilima dikampung

perawangbaratsesuaidenganperdakabupatensiaknomor37tahun

2002tentangketertibanumum terutamapadapasal16tentanglarangan

berjualanditempat-tempatumum.

SelanjutnyapenelitimelakukanwawancaradenganMenurutIbuSiti

sebagaipedagangkakilimamenyatakan:

“adapembagiantugasantarasatuanpolisipamongprajatetapitidak
semua anggota satuan polisipamong praja turun kelapangan hanya
beberapaorangsaja,apalagisemenjakpandemihampirtidakadaanggota
satuanpolisipamongpraja melakukanpenertibanpedagangkakilima
yangberupamelakukanrazia“(selasa05januari2021)

Selanjutnyapenelitimelanjutkanwawancaradenganpedaganglainnya

denganpertanyanyangsamamenurutIbukNisamenyatakan:

“Bahwaadanya pembagiantugasantarasatpol–pptetapitidak
semua anggota satpol–pp turun kelapangan hanya beberapa orang
saja“(selasa05januari2021)

Selanjutnya penelitimelakukan wawancara dengan menurutintan

menyatakansebagaipembeli:

“adapembagiantugasantarasatuanpolisipamongprajatetapitidak
semuaanggotasatuanpolisipamongprajasaatturunkelapanganhanya
beberapaorangsaja“(selasa05januari2021)

Sedangkanmenurutandremenyatakan:
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“adapembagiantugasantarasatuanpolisipamongprajatetapitidak
semua anggota satuan polisipamong praja turun kelapangan hanya
beberapa orang saja dan pada saat Satuan PolisiPamong Praja
melakukan penertiban Satuan PolisiPamong Praja dan dibantu oleh
polsektualang“(selasa05januari2021)

Berdasarkanhasilwawancaradiatasdapatdisimpulbahwaadanya

pembagian tugas antara Satuan Polisi Pamong Praja pada saat

melakukanpenertiban,denganjumlahyangkurangsehinggamembuat

kurang berperan nya anggota Satuan PolisiPamong Praja pada saat

melakukanpenertibankarenatidaksemuaanggotaSatuanPolisiPamong

Praja yang turun kelapangan sehingga pedagang kakilima tidak

mengindahkanperaturanyangada dandisinidapatpeneltilihatbahwa

kurangnya peranan satuan polisipamong praja dalam menertibkan

pedagangkakilimadikampungperawangbaratsesuaidenganperda

kabupatensiaknomor37tahun2002tentangketertibanumum terutama

pasal16tentanglaranganberjualanditempat-tempatumum.

Darihasilobservasipenulisdilapangan,penulismenemukanbahwa

adanyapembagiantugasdanpadasaatmelakukanpenertibanhanya

berupaarahanyangdiberikanolehpetugas kepadapedagangkakilima

sudahcukupbaik.Tetapimasihkurangsehinggaparapedagangyangada

masih saja tetap berjualan ditempatyang sudah dilarang.Halini

menjadikanjalananyangdipakaipedagangkakilima untukberdagang

menjadimacetdantidaktertatarapi,dansesuaidenganPeraturanDaerah

Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan
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KetentramanTerutamapadaPasal16Tentangpenempatanusaha-usaha

ditempattertentuDilarangmenempatkanbenda/barangdalam bentuk

apapunditepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,tamandantempat-tempat

umum lainya.Baikuntuktujuanberdagang/usahamaupuntidakuntuk

berdagang/usaha kecualiditempat-tempatyang telah diizinkan oleh

Bupatiataupejabatyangtelahditunjuk.

5.3.Hambatan-HambatanSatuanPolisiPamongPrajaDalam Menertibkan

PedagangKakiDiKampungPerawangBaratKecamatanTualang

KabupatenSiakDalam MelaksanakanTugas

Upaya pelaksanaan sosialisasi dan juga menjalankan proses

menertibkan yang sesuaidengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor37Tahun2002TentangKetertibanUmum terutamapadaPasal16

yaitu,Tentang penempatan usaha-usaha ditempattertentu Dilarang

menempatkanbenda/barangdalam bentukapapunditepi/pinggirjalan

umum,jalurhijau,taman dan tempat-tempatumum lainya.Baikuntuk

tujuanberdagang/usahamaupuntidakuntukberdagang/usahakecuali

ditempat-tempatyangtelahdiizinkanolehBupatiataupejabatyangtelah

ditunjuk.

1)Dimana sosialisasisudah dilakukan dan juga diberikan tindakan

peringatan akan tetapipedagang masih tetap melakukan aktivitas

berdagangsehinggapetugasSatuanPolisiPamongPrajaterpaksa

melakukantindakanpenertibansecarapaksa.
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2)Prosespelaksanaantugasyangdilakukantidakdiindahkanpedagang

dan terusmenempatiareabadan jalan khususnyatrotoarsebagai

lokasiuntuk berjualan.diLapangan pedagang akan bersembunyi

ketika petugas melakukan patroli,dan berjualan kembaliketika

petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai

melakukanpatroli.

3)Kurangnyakesadaranyang tidakdimilikipedagangkakilima dan

pembelitersebut,karenaapabilapembelitidakmembelijualanpara

Pedagang KakiLima yang berjualan tidak pada tempatnya maka

merekatidakakanbertahanuntuktetapberjualandilokasitersebut.
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BABVI

PENUTUP

6.1.Kesimpulan

Berdasarkanhasilpenelitianyangtelahpenulislakukan,makapada

bab inipenulismengambilbeberapa kesimpulan dan sebagaipelengkap

penulisakanmemberikanbeberapasarandanmasukanyangdapatdijadikan

pedomanbagibeberapapihakyangmemerlukan.Adapunkesimpulanpada

penelitianiniyakni:

1.IndikatorRole/AturanyangadasesuaidenganPerdakKabupatenSiak

Nomor37Tahun2002TentangKetertibanUmum PeranSatuanPolisi

PamongPrajadalam menertibkanpedagangkakilimadiKampung

PerawangBaratKecamatanTualangKabupatenSiakcukupberjalan

dengan baik tetapimasih terdapatbeberapa kekurangan dalam

pelaksanaantugasnya.

2.IndikatorIndividumasiterdapatkurangpatuhnyaPedagangKakiLima

yangmenggunakanmobildanmembukalapakterhadapperaturan

yangadaberupaPeraturanDaerahKabupatenSiakNomor37Tahun

2002 Tentang Ketertiban Dan Keamanan terutama pada pasal

terutamapadaPasal16Tentangpenempatanusaha-usahaditempat

tertentuDilarangmenempatkanbenda/barangdalam bentukapapundi

tepi/pinggirjalanumum,jalurhijau,tamandantempat-tempatumum
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lainya.Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk

berdagang/usahakecualiditempat-tempatyangtelahdiizinkanoleh

Bupatiataupejabatyangtelahditunjuk.

3.IndikatorStrukturSosial bahwa adanyapembagiantugasantara

Satpol–ppdanpadasaatmelakukanpenertibanhanyaberupaarahan

yangdiberikanolehpetugas kepadapedagangkakilimasudahcukup

baik.Dankurangsadarnyaprdagangkakilimaterhadapatperaturan

yangada.Halinimenjadikanjalananyangdipakaipedagangkakilima

untukberdagang menjadimacetdan tidaktertata rapi,dan sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor37 Tahun 2002

Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Terutama pada Pasal16

Tentang penempatan usaha-usaha ditempattertentu Dilarang

menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi/pinggir

jalanumum,jalurhijau,tamandantempat-tempatumum lainya.Baik

untuktujuanberdagang/usahamaupuntidakuntukberdagang/usaha

kecualiditempat-tempatyangtelahdiizinkanolehBupatiataupejabat

yangtelahditunjuk.

4.Hambatan-hambatandalam pelaksanaantugasSatuanPolisiPamong

Prajadalam menertibkanPedagangKakiLimadiKampungPerawang

Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah banyaknya

PedagangKakiLimayangmenggunakanmobildanmembukalapak
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berjualan ditrotoarjalan dan badan jalan sehingga mengganggu

ketertiban umum.Dan pemerintah tidak menyediakan lahan yang

cukupuntukmemindahkanPedagangKakiLimayangberjualan.

6.2.Saran

1.Sebaiknya Pedagang KakiLima yang menggunakan mobil dan

membukalapakyangtidakmemilikiizinberjualanlebihsadaruntuk

menjagaketentramandanketertibanumum.Halinidapatmembantu

meringankantugassatuanpolisipamongprajadiKampungPerawang

Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .Dan tidak semua

masyarakatsadaruntukmenjagaketentramandanketertibanumum.

2.SebaiknyaPerananSatuanPolisiPamongPrajadilaksanakandengan

baikkarenadenganberjalannyaPeranandenganbaikmakaapayang

telahdirencanakanakanbaikpulahasilnya

3.SebaiknyapemerintahmelakukanpencegahanuntukPedagangKaki

Lima agartidakberjualan tanpa izin dengan memberikan fasilitas

tempatuntukPedagangKakiLimaberjualandenganizinberjualan.
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